[ reposiTORY.UBACID |

PERTANGGUNGIAWARAN HUKUM BAGT BANK ATAS PERJANJIAN
KERJASAMA BENGAN AGEN DALAM SISTEM BRANCHLESS BANKING
BERDASARKAN ASAS PROPORSIONALITAS

TESIS

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

4
-
¢

Untuk Memenuhi Persyaratain iviemperoleh Gelar

Magister Kenaotariatan (M.Kn.)

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

<
<
=
PTe
e
o0

UNIVERSITAS

Olehi:

=
7l

RIMA MAHARANI
16€010202111006

PROCRAM STUDI MAGISTER KENOTAR!ATAN
FAKULTAS HUKUM

| REPOSITORY.UB.ACID |

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




o e . et e st A e S e s kit e e s ettt e e e . e e e i e e e i it et i’ o st

POUSHOTY-OTY F VRV HER FE= PG POOTTOTY

| REPOSITORY.UB.ACID |

PERTANGGUNGZAWABAN HUKUM BAGIL BANK ATAS PERJANJIAN
KERJASAMA DENGAN AGEN DALAM SISTEM BRANCHLESS BANKING
BERCASARKAN ASAS PROPORSIONALITAS

Olah :
RIMA MAHARANT
Nim : 166010202111006

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

-‘\

telah dipertabankan ai depan rmajelis penguji
pada tanggai 26 3uli 2018
dan dmvatakan memenuhi syarat

0
E
|2 Pembimbing Utama Pembimbing Kedua
<
< Dr. Ististam, S.H. M.Hum, Dr. Yuliati, S.H. L.iM.
o Ketua Anggota g
= ; ol
5 |
wl < w1
= o L
o |
= Malang, E:
3}
Fakultas Hukum a|
Unwersitas Brawijaya Ketua Program HI
Dekan, Magister Kenotariatan i'
]
-
18 Dr. Rachmad Safa‘at, S.H. M.Si. Dr. Imam Koesw ahyono, S.H. M.Hum. s!
| & Mip. 19620805 198392 1 001 Nip. 19571021 1986011 002 5;
- LN
h'
i
< N
> !
= i
= ; = YR e B T TR v
A e e i e s e v e
o
S
>
o
S0




| REPOSITORY.UB.ACID |

TG 'J.'b}}ii'}l’lgiiﬁ‘iﬂl@iii“:m;‘iﬁlmﬂP‘.&é!?ﬁwi{ﬂi’i’hﬁifﬂ'ﬂ?ﬁ'!ll“ﬁ'm’ifé‘[ﬂEm VIR

PERMYATAAN
ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan gengan sebenar-benarnya banwa
sepanjang pengetahuan saya, di daiam Naskah TESIS ini
tidak terdapat karya iimiah yarg pernan diajukan clen orang
lain untuk memperoieh geiar akagemik ai suatu Perguruan
Tinggol, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernalh
cditulis atau diterbitkan oieh orang {ain, kecuali yang secara
tertuiis dikutip dalaim naskah ini dare disebutkan dalam
sumber kutipan dan daftar pustake.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

)
-
s

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat
dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia
TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya
peroleh  (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(UU NO. 20 Tanun 2003, Pasai 25 ayat 2dan pasal 70 )

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

<
—~
<
S
2
(V)
o
S g Malarig, 28 Juii 2013
<
- @ Mahasiswa
+ _Ranositol
Materaj !
6000

Nama ' RIMA MAHARANI

Nim 1 166010202111006

PS :Magister Kenotariatan
PSIH UB

| REPOSITORY.UB.ACID |

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




RINCKASAN

[ reposiToRY.UBACID |

Rima Maharani, Program Magister Kenolariatan, Fakulias Hukum Universitas
Brawijava, Juli 2018, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI BANK
ATAS PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN AGEN DAL AM SISTEM
BRANCHLESS BANKING BERDASARKAN ASAS
PROPORSIONALITAS, Komisi Pembiimbing -~ Utama . Dr.istislain, S.H.,
M.Hum., Pembimbing Kedua: Dr Yuliati, S.H., LL M
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Penulis mengangkat permasalahan tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi
Rank Atas Perianiian Kerjasama Dengan Agen Dalam Sistem Branchless Ranking
Berdesarkan - Asas . Progorsicnatitas dilatarbeiakangi ~oleh -munculiya - sistem

Branchless Banking / Bank Tanpa Kantor. Brancnless Banking ini melibatcan
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beberapa pihak daiam melayani nasabah agar mendapatkan layanan perbankan

yang cepat. mudah dan efisien. Beberapa pihak diantsranya adalan Bank dan

Agen  Berdasarkan Pasal 22 gyat (1) butiro b POIK  No.19/PCJIK.03/2014

menyebutkan banwa dalam  melakukan  Kerjasarna - aengan - agen,  bank
periyelenggara wajib memiliki perjanjian kerjasama tertulis dengan aoen. Namun
dalam perjanjian kerjasama tersebut tercantum klausu! baku yang menyatakan
bank  terbebas dari cegala ougatan/tuntutan Capabila timeui - kerugien, -dan
ditanggung sepenunnya oleh "Agen. Maka dengan itu penuiis merumuskan

masalah : (1) Apakah ketentuan nembebasan tanggung jawab bank pada
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perjanjian. keriasama dibawah tangen dengan - agen dalam. sistem: branchless
banking sestiai cengan asas proporsionaiifas? (7) Apakah perjanjisn <erjasama di
bawah tangan antara agen dan bank dalam sisiern branchiess bariking narus seialu
menjadi perjanjian baku dalam perspektif pembuatan kontrak? Penulisan karya

tulis ini-mengaunakain metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode
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pendekatan Undang-undang, - konseptuzl ‘dan historis. Tecri yang digunakan

dalam perieiitian il adaiah Teoii Keadiian, Teori Pertindungan Hukuim, Teori

Kepastian Hukum, Teori Pempuatan Kontrak, dan Teori Perjanjian. Keagenan.
Hasil penelitian vang dilakukan penuiis adalah - tercermin dari Pasal 29 ayat (3)

dan ' (4), Pacal 37 B ayat (1) dan (2), Pasal 52 UU Perbankar, Keptitusan Presiden
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RI Ne.2€ Tahun, Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 1265, Pasal
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1366 dan Pasai 1367 KUH Perdata pembebasan tanggung jawab olen bank tidak

sesuai dengan asas proporsicnalitas, karena bank dan agen mempunvai tanggung

jewab yang sama untuk melindungi kepentingan nasabah: Pembuatan perjanjian
kerjasarna harus disesuaikan “berdasarken kemampuan / kriteria agen dan tidak
selalu menjadi perjanjian baku agar perjanjian tersebut dapat memenuhi asas

proporsionalitas.

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Branchless banking, Asas proporsionalitas
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SUMMARY

This thesis is focusad on liability of a bank over partnership with an agency related to

the system of brancnless banking according to the principle of proportionatity, which
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Is based on tne emergence of branchless banking system. Brancniess banking invclves
several parties for faster, more efficient, and easier financial services for customers.
The parties consist of bank and agency. According to Articlz 22 Paragraph {1) point b
POJK Number 18/P0OJK.03/2014 establishing a partnership with an agency, a nank

must have a written contract with the-agency. However, the contract contains a standard
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clause stating that the bank is free from a!l. charges or lawsuits when there is a loss
causad; and thistoss is fully the respensibility of the agency. Reseaich probiems are
presented as Toliows: (1) what are the provisicns cver exempiing bank from any

responsioility in the partnership contract signed privately with an agency in branchless
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banking system according to the principle of prooortionality? (2) Should the agreement

hetween the bank ard the agency regarding the partnership in kanking brenchless

system serve as the standard agreement in the perspective of contract making? This

research employed normative juridicai method with statute, conceptuai, and historical

approaches. The theory used in the research comprised the theory of justice, {egal
pretection, legal cerfainty, contract making, and agency-related partnership. According
o Article 25 paragraph (3) and (4), Article 378 Paragrapn (1) and (2), Articie 52 of
Law concerning Banking, Presidential Decree of Indonesia Number 26, Article 7 of

l.aw concerning Consumer Protection and Aiticle 1365, Article 1366 of Civi! Cade, the
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exemption of responsibifity by banic is not relevant to the principle of proportionality,

as both the bank and agency hoid equal responsibility to protect tneir costumiers. The

o~
7

partnership agreement should be relevant to the capabiiity or criterion of the agency
and it 1s net compulsory to be a standard agreement to fulfil the piinciple of

proportionality.
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Hadirnya financial technology atau lebih dikenal dengan istilah

teknologi finansial (sefanjutnya dicebut dengan tekfin) dalam sistem keuangan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dan perhankan di Indonesia memberi kesempatan kepada nelaki jasa keuangan

dan invesior untuk merciptakan suaiu wadah pada perangkat digitai -untuk

mengeiola dana dan menyalurikan dana masyaraicat demi teicipianya suatu

layanan keuangan . yang efisien. Tekfin pada pasar Kkeuangan perhankan
memberikan hal paru pada masyarakat yang tidak tergantung pada aturan
pemerintah atau aturen-aturan perbankan yang herlekii pada umumnya. Sebagai

contoh adalah dalam hal kemudahan memperoleh kredit / pinjaman. Prosedur
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yang beriaku pada perbankan dengan memperhatikan prinsip Kehati-hatian
(pruciential barking) yang diatur dalam Fasal 2 Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perhankan

(selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) mengatakan :*

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanva berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
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Pasal 2 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undaing-Undang Nomor 7 Tahun 1992 {entang
Perbankan (selanjutnya disebut aengan LU Perbankar)11
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Prinsip kehatian-hatian bank juga selarjutnya aiatur pada pasal 29 -ayat

(2) UU Perbankan:

Bank viaiib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,
rentabiiitas, sclvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha
bank, aan wajis melakukan kegiaian usaha sesuai aengan prinsip kehati-
hatian.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Peran tekfin dalam penyedia jasa keuangan vang semakin pesat

membuat ‘industri perbankan turut berkompetisi memberikan layanan  yang

cepat, muaah can sfisien bagi niasabahnya. Sact ini-industri perbankan mulai
menerapkan sistem Branchless Banking atau Bank tanpa kantor. Branchless
Banking dapat merberikan layanen perbankan dari jasa Keuangan yarig dapat
mzaniangkau nasabah hingga ke pelosek wilayah Indonesia. Masih banyaknya

pelaku UMKM dan masyarakat yang unbankable dan rendahnya tingkat akses
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untuk mendapatkar layanan keuangan oagi masyaiakat dapat dilinat dari dua
sisl alasan, yaitu sisi permintaan {demarid) dan penawaran (supply). Beberapa

alasan dari sisi permintaan adalah sebagai berikut:®
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%Pasal 29 ayat (2) UL Perlankan
31.G.N, Alit Asmara Jaya, Branchless Banking: Bank Tanpa Kantor Pada Era Digital, (Bandung:
Expose, 2017},nlm. €
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1-Dalam ha! menabung masyarakat yang belum mercapatkan akses
G

i layanan bank karena tidak memiliki dana yang menganggur, dan tidak

—

Z = e

£ < merasakan marniaatnya;

=

% o 2. Dalam hal akses kredit/pinjaman, masyarakat merasa tidak favak karena

tidak punya jaminan dan tidak butuh kredit;

)
~l
-

1al layanan asuransi, imasyarakat merasa tidak memiliki dana,
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tidak: raengetahui tentang asuransi, dan merasa bahwa asuransi tidak

bermanfaat.

Reberapa alasan juga timbul dari sisi tenawaran dari Bank, vaiiu:?

Tingginya Lilaya pembukean kantor can ‘cperasicnal dibandingkan

=

dengan perkiraan manfaat yang akan diperoleh bank;

2. Potenst bisnis yang masih belum “terinformasikan secara iuas dan
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mendalam, terutania di dacran-daerah pedesaan atau pedalamar;
2. Pola pikir kebanyakan -inaustri, hahvva - investasi dalam pembukaan
kantor harus kemibali dalam waktu cepat untuk menutup biaya-biaya;

4. Belum adanya keterdesakan bank-bank can adanya pregram keuangan
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inktusif aari pemerintah.

Branchless banking sebagai model layanan perbankan dapat menjadi

sarana unituk mempercepai tercapainya tujuan-dari keuangan inkiusif. Hal ini

“ibid, him.7
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merupakan salah satu wujud dari financial inclusion yaity suatu gerakan untuk
membuka akses layanan perbankan vang seluas-luasnya bagi masyarakat

«hususriya yang sampai saat in1 belum memanfaatkan jasa layanarn perbarikan.
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(WD)

cberans alasaninya adalah sebagai berikut >
1. Branchless banking dapat menjangkau lapisan masyarakat bawah vang

berpengnasilan rendah, terutarna bagi yarig beium terjangkau bank.
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2 Branchisss ‘hanking menyediakan layanan  kelangan -~ ¢asar - sesuai

kebutuhan masyarakat . berupa. tabungan, pengiriman uang, dan

pemiayarari.

3. Branchisss banking mernungkinkan tersedianya layanan yang murah,
mudah, cepat dan aman karena adanya kerjasama hank dengan agen

iayanan menggurnakan tekinologi telepoii seluier.

Hadirnya Branchless Banking dapat menjamin masyarakat dapat tetap
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meamperoleh layaran dar Bank tanpa harus datang pada Bank.Secara inaustri
global, layanan branchless barking berkembang pesat karena beberapa faktor

pendukung berikut:®

1. Pendapatan bisnis penyedia telepon seluler dari layanan suara dan teks

yang seimakin menurun karena pengguna teian beraiin ke fayanan data.
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*ibid, him.10
ibid, him.277-278
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Layanan keuangan menjaci salah sstu pilinan untuk meningkatkan arus

pendapatan perusahaan.

o T~ ~

2. Diperkirakan 2.5 miliar penduduk di- negara-negara oeipengnasilan

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

rendah dan menengah telum terakses layanan keuangan: Ini menjadi
potenst- bisnis vang besar bagi perusahaan telekomunikasi dan bank

dengar-imemfasilitasi mereka melalui layanan branchiess banking untuk

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mendagzatkan layanan keuangan.

3. Sudah menjad! agenda negara-negara yang tergabung dalam kelompok

G20 untuk merigurangi kemiskinan raelaiui programkeuarigan inklusif,

yaitl rmeningkatkan akses isyvanan kepada masyarakat unbanksd dan
berpenghasilan _rendah.  Meningkatkan  akses ke lembaga keuangan
forinal akan meiribantu mengurangi kermiskinan.

4, dnisietit fayanan branchiess tanxing didorong oleh adanya keinginan
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negara-negara donor dan nemerintah nagara-negara herkembang untuk
imeningkatkar efisiensi dan  transparansi penyaluran baniwan G2P
{Government to Person) kepada masyarokat miskin atau yang

membuituhkan.

Deangan adanya Surat Ederan Rank indonesia N0.16/12/DPAU tanggal

| REPOSITORY.UB.ACID |

22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Keuangan Digital Dalam Rangka
Keuangan inklusif ‘Melalui Agen Layanan Keuangan Digital individu dan

Peraturan Qtoritas Jasa Keuangan Nomar 19/20JK 03/2014 tentang L.ayanan
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Keuangsn Tanpa Kanter Dalam Rangika Keuangan Inklusif {selanjutnya disebut

dengan Laku Pandai), Branchless Banking dapat dipercaya cleh masyarakat

urituk melayani transeksi keuangannya seperti hai nya bank sebagai saiah satu

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

lembaga kepercayaan masvarakat.

<

Daiain sistern iayanan Brainchiess banking dibutuhikain agen sebagai

mitra dari bank dalam melayani nasabeh, Pada sistern percankan konvensional

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

nasahah nerlu datang ke bank untuk melakukan transaksi keuangan namun

dengan adanya agen pada sistern Branchless baiking nasabah cukup rnengakses

layanan firansial melaiui jaringzn agen vang tersebar di banyek terngat, atau
iuga dapat melalui teknologi internet dan telepon seluler. Terdapat heberapa

penjelasan mengenai pentingnya agen daiam sistem branchiess banking, yaitu:’

&Y

1. ‘Bahwa '16‘?15‘0!? mcnggmol\an agen-aden yeng Leke I’l'& sarna den igan

bank, terbuka layanan setiap. saat, menyesuaikan dengan operasional

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

pisnis utama agen misalnya toko-ioko yang jam kerjanya tidak seperti
Kantor bank yang terbatas pada hari dan jam kerja saja. ini sangat sesuai
dengan karakteristik sebagian hesar masyarakat bawah vang karena
kesibukan, tiogak memiliki wakiu ke bank, dan bank berjarak jaun dari

tempat kegiatan usaha. Apalagi mereka hanya menabung dengan jumlah

| REPOSITORY.UB.ACID |

kecil,

“ibid, hlm.289
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b 2. .okasi agen-agen yang dekat dengan pusat kegistan nasabah sehingga
i tidak butuh waktu khusus dan relatif tidak perlu biava untuk datang
—
5= |
£ e Keagen.

2 e
% o 3. Dengan telepon seluler yang dimiliki nasabah, transaksi pembayaran
bisa dilakukan sendiri dengan mudah oleh nasabah setiap saat bila
diperiukan.
f 4, Keeepatan transaksi yang ditakukan oleh agen aalzm melayani nasabah,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

karena jumlah agen relatif banyak dan tersebar. Dalam hal ini, nasabah

tidak harus melakukan transaksi di ager tempat bersangkuian membouka

ekening. ni sangat membantu nasabah yang mempunyai mobilitas
tingai.
Sebual agen layanar-harus memenuhi syarat sebagai berikut: ©

1. Merupakan pihak ketiga terupa unit usahas
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2. Bertindak sebagai kepanjangan tangan bank sesuai kesepakatan dalam
perjanjian.

3. Berfungsi-melayani transaksi naszbah

4. Menggunakan teknologi dalam melayani nasabah

5. Mendapatkan imbalan jasa

| REPOSITORY.UB.ACID |

ibid, him.cg
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Agen layanan branchless banking ini: dapat melayani nasabah untuk
mendapat produk perbankan. Pasal 4 pada POJK Nomor 19/POJK.03/2014

tentang Laku Pandai menyebutkan bahwa:*

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang
menyeienggarakean Laku Pendai antara fain:

Tabungan;

Kredit atau pembiayaan untuk nasaban mikro;

Asuransi mikro; dan/atau;

Proguk kKeuvangan iainnya berdasarkan persetujuen Otoritas Jasa
Keuangan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

S oow

Sebagai agen  layanan yang - melayani produk- perbankan dan

meanjaiankan fungsi sebagai bank, masing-masing bank memptinyai syarat-
syarat vana berbeda untuk memilih dan menentukan suatu. agen layanan
braricniess banking. Salah satu Syeratl yang paling umuim untuk dapat menjadi
agen adalah calon agen telah menjadi nzsabah bank tersebut. mampu menjaga

saldo dengan kaik dan tidak memiliki catatan buruk selama meniadi nasabah
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barik. Apabiia bersedia rnenjadi agen, imaka calon agen akan dianaiisa dengan

mzngist formutir pendaftaran agen yang memuat:

[ SN

Bentuk usaha agen

| REPOSITORY.UB.ACID |

2. Jenis layanan yang akan diberikan oleh agen

w

Perangkat yang digunakan oleh agen

Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuarigan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan
Tanpa Kanter Dalarn Rangka Keuangen Inklusif
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4. ldentitas agen sebagal perorangan/ agen sebagel badan hukum

5. Informasi jenis usaha agen, lokasi usaha, dan lama usaha agen

6. Persetujuan yang menyertakan bahwa agen tunduk atas

BRAWIJAYA
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ketentuan bank, -menjaga standar layansan bank, menjaga
kerahasiaan data nasabah, dan bertanggung jawab atas segala

Kerugian materitl maupun non-materiil yarng disebackan oleh

REPOSITORY,UB.AC.D |

kelalaian agen.

Setelah dilakukan analisa dan disetujui oleh bank, maka bank akan membuat

Perjanjian Kerjasaina dgerigan agen. Hal irii pun juga tercaritum daiam Pasai 19

ayat {1} FOIK Nemor 19/P0JK.03/2014 yang berburyi :*°

(1). Agen _melayani. nasaban dan/atau calon nasabah- sesuai dengan
cakupan layanan yang dicantumkar dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 22 ayat (L) butir © juga menyebutkan: 1
(1) -Dalam melakukan kerjasama dengen Agen, Bank penyelenggara

wajib
b. memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan agen.
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Dalam sistem Branchless panking a1 Ingonesia menganut Bank Beased

Mode!l yang mana bank bertindak sehagai prinsipael dan rasahah sebagal pihak
. o ) ) <

i

| REPOSITORY.UB,ACID |

ketiga. Pada hakikatnya, hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan agen

berdasarkan pada sebuah perjanjien keagenan yang menimbulkan hak dan

*Pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomol 19/P0OJK.03/2014 tentang t_ayanan
Keuangan Tanpa Kartor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

1ipgsal 22 ayat (1) butir b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangke Keuvangan Inklusif
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kewajiban bagi sara pihak ci dalarnnya. Perjanjiar keagenan ini diartikan sebagai

perjanjian antara bank (prinsipal), yang mana prinsipal. memberikan sebuah

Kewenangan kepada agen untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga

BRAWIJAYA
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untuk kepentingan prinsipal. Dengan ini agen rmengikatkan diri kepada bank
(prinsipal)  untuk meiakukan suatu perbuatan hukum  untuk kepentingan

prinsipal.’ Tugas utama dari agen yang rmana merupakan pihak yang membawa

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

prinsigal-melakukan kontrak dengan pihak ketigz vang diwakilinva mengingat

kedudukannya hanya sebagai perantara.*®

Dalain’ Kegiatan bisnis bank, Keperantaraarn atau keagerian diartikan

sebagal sustu hubungan hukum dimana seorang atau pihak agen dibeari kuasa
bertindak untuk dan atas nama pihak prinsipa! untuk melaksanakan transaksi
bisnis dengan pihak lain.** Perjanjian keagenan yang beroentuk pada sebuah

perjanjian kerjasama  di bawah tangen merupakan perianjian yang mana
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perjaniian - tersebut . dibuat oleh para pihak tanpa perantara. pejabat yang
berwenang dan memiliki suatu Klatsui baku. Perjanjian agengan klausul baku
memiiiki arti-bahwa perjanjian kerjasame tersebut sudah dalani bentuk tertulis

yang telah dibuat oleh hank dan agen adalah pihak vang harus menyetujui isi

| REPOSITORY.UB.ACID |

perjanjian tersebut. Perjanjian dengan kiausul baku sebagaimana hainya ditemui

12 Ridwan Khairandy, Pokck-pokok Hukum Dagang indonesia, (Yogyakaria:FH Ul Press; 2043),him.
95

Sibid

“ibid
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daiam - kontrak-kontrak - konsumen yang didalamnya meimuat kiausui-klausul

<
V) = ici 15 p. ianii i
< — yang isinya (cenderung) berat sebelah.> Pada perjanjian baku vang bersifat
—
5= , it st eiian B
£ < cenderung seperti dimensi kontrak Komersial yang lebih menekankan pada aspek
>
=06
%m kemitraan dan Ksiangsungan bisnis (efficiency can profit orienied), tidak lagi

berkutat pada keseimbangan matematis, tetapi. justru lebih menekankan pada

proporsionaiitas  hak dan- kewajican  aiantara pelaku-peiakuriya.  Dengan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

diterimanya prinsip-prinsip universai ssperti itikad bailk dan transaksi yang adil

dan jujur (good faith dan fair dealing; redeliikheid en bilijkheid; kepatutan dan

Keadilan) dalam praktik bisnis, membuktikan banwa yarng diutamakan adalah

memeerikarn jaminan bahwa perbedaan kepentingzn dianiara para ninak telah
diatur_melalui mekanisme pembagian bshan kewajiban secara_proporsional,
teriepas berapa proporsi hasil aknir yang diterima para pinak.*®

Perjanjian kerjasama dengan klausul baku yang dilakukan eleh benk dan

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

agen ini diaweli dengan itikad baik. Menurut Subekti, itikad baik mengandung
art1, “kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya
kepada pihak fawan, yeng dianggap jujur dan tidsk menyernbunyiican sesuatu

vang buruk vand dikemudian hari dapat menimbulkan kesuliten”.t’ Sementara

| REPOSITORY.UB.ACID |

itu Suharnoko berpendapat bahwa, “asas itikad paik dapat diterapkan dalam

agus Yudha Hernoka, Hukum Perjanjian-Asas Fropersiorialitas dalam Kontrak Kaomersil,
(Yogyakarta:Lakshang Mediatama Yogyakartz, 2008), him. 3

Bipid, him.5-6

73ubelti, Hukum Perikatan, (Jakarta: Intermesa, 1983}, him.40
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situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran
ini tidal melindungi pthak yang menderita kerugian dalam tahap pra perjanjian

atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian-belum memenuhi

BRAWIJAYA
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syarat hal tertent”? 2 Dalam perianjian kerjasama banlk dan agen pada sistem
branchless banking kesepakatan secara formal tidak teriadi karena substansi

perjanjian Kerjasama tersebut teiah disusun secara baku tanpa merriberikan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kesempatan pada agen untuk mempetajari- atau memberikan tambahan pada

perjanjian tersebut. ~Padahal perjanjian menurut hukum harus dibentuk

berdasarkain kesepakatan yang mana kesepatan iiu sendiri merupakar saat

terjadinya perjanjian.
Contoh klausula dalam perjanjian kerjasama antara bank dan agen yang
cenderung mengurangi -atau menghilangkan asas konsensus adalah sebagai

berikut;
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1. -Kewajiban agen iehih dominan.

Peinbeoasain tanggung jawad bank apaoila ada pihak yang

N

dirugikan cleh agen / pihak kstigz.
Hal tersebut tercantum di dalam pasal 12 ayat (2) pada perjanjian
Kerjasama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tok dengan agen aalam sisiem

branchless banking, yang manyeouikan bahwa:

| REPOSITORY.UB.ACID |

18Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004),
him.34
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Pihak Pertama (dalam halini adalzh Bank) terhebas dari adanya tuntutan
apapun aari Pihak Kedua (Agen) dan/stau pihak lainnya yang merasa
dirugikan atas pekerjaan yang diserahkan Pihak Kedua kepada pihak
Ketiga dengan biaya yang yang dibebankan kepada pinak ketiga.

Tuntutan dari pihak kedua dan/atau pihak lairinya datam sebuah fayanan

BRAWIJAYA
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keuangan menjadi ha! yang bisa teriadi. Salah satu contoh adalah agen branchless
banking terutama dari sektor usaha mikro kecil dan menengan dalam meiayani

asabah dapat mengelami kendala terxait dengan adanya pelanggaran rahasia

REPOSITORY,UB.AC.D |

bank atas data-data nasahah akibat dari minimnya pelatihan dan peralatan yang

ada di lingkungan agen tersebut berada membuat nasabah merasa dirugikan dan

menuntut pinak bank atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini- mengakibatkan
rawan terjzdinya fraud. Hukum wajib melindungi data nasahah dan simpanannya
atas produk atau layanan yang dikeiuarkan oleh bank. Namun dengan adanya
klausui yang menyatakan tank teroebas dari tuntutan apapun tersebut membuat

agen sebagai pihak kedua mempunyai tangoung jawab yang tidek seimbang.
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Hal yang sama Juga ditemui dalam salan satu klausul perjanjian kerjasama
Agen BNI 46 yang dilakukan olen PT. Bank Negara Indonesia dengan agen, yaitu

datam Butir VI tentang Hak dan Kewajiban BNI .dan-Agen teruiama pada poin

| REPOSITORY.UB,ACID |

2.10 yang mengatakan:

Sl & kerugran-yang timoul akioat k ’ecurangan yang terjaci menjadi
3.;1 ing jewab sepenuhnya oleh eger

Pembebasan tanagung jewab cleh pihak bank apabila tariadi masalah /

Kerugian di masa menadaiang juga tidak sesuai-dengan sistem pranchiess banking

BRAWIJAYA
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it sendiri yang mana agen sebagei penggsnti keberadaan cahang sekaligus garda

depan dalam meningkatkan bisnis.® Bank sehagai pihak yang seharusnya

bertaniggungjawab atas tindakan agen yang dapat merugikan nasabah karena

BRAWIJAYA
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kegiatan  yang dijalankan oleh agen meirupakan kegiatan usaha bank serta
kedudukan agen yang berada langsung di bawah pengawasan bank. Namun

gengan adanya pembebasan tanggung jawab bank yarng merupakan representasi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dari pasal sebelumnya yang menyebutkan bahwa Pihak kedua (agen)akan tunduk

pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan

aturari, standar aari etika pelayanan yang ditentukan oieh Fitiak pertarma (bank).

Hal itulah kemudian mencideral Pasai 1320, yang menyeoutkan untuk sahinya
suatu _perjanjian. diperiukan empat svarat dan salah satu. syarat ialah adanya
sepakat bagi ineieka yang mengikatkar aiiinya dalam perjanjiain. Kesepakatan

secara formel tiazk tarmpak terjaci- mengingat substansi perjanjian telah disusun
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secara baku tanpa ketertibatan kedua belah nihak di dalam pembuatan perianiian.
Agen imempunyai peran yang sangat peiting sebagai pelaksana dalam
layanan keuangan inklusif, Branchiess banking dengan sictem bank based model

yang berlaku di. Indonesia, melibatkan bank secara langsung dalam kegiatan

perbankan dengan menhggunakan agen untuk melayani kebutunan perbankan

masyarakat. Agen yang hanya mendapatkzn penunjukan dangsung dari bank

| REPOSITORY.UB.ACID |

®I.G.N.Allt Asmara Jaya, op.cit., him.101
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penyelenggara 2% menimbulkar permasalahan hukum - terutama - menyangkut

kepastian hukum dan tanggung jawab hak dan kewajiban para pthak.

Peraturan CJK menyebutkan banwa agen merupakan kepanjarigan tangan

BRAWIJAYA
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daii banlc dalam rangks keuangan inklusif meninmbulkan penafsiran bahwa agen
tidak memiliki kedudukan yang setara dengan bank sebagaimana keseteraan para

pihak daiam suatu perjanjian. Prakieknya isi perjanjian kerjasama yang tertuang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dalam kentrak antara bank dengan sgen diserahkan sepenuhnye kepada pihak

R

bank. Gambaran dalam perjanjian kerjasama bank dengan agen ini adalah bank

memiberikan Klausula baku dalarn perjanjian sedangkan agen menerirma Kiausula

yang teziah o tercantum di- dalam - periznjian dimana agen tidak ciberikan
kesempatan untuk menerima informasi mengenai pengalihan tanagung jawab
risiko. Pembebasan tangguing jawab bank pada perjanjian Kerjasarna tersebut

apakah ‘telah sesuai dengar ketentuan gerundang-undangan yvang berlaku juga
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merupakan saleh satu-hal yang perlu diteliti ggar situasi: di masa mendatang
perjanjian kerjasama tersebut dapat memberikan rasa keaaiian dan kepastian

huikum derigsn mengutamakan asas proporsionalitas bagi-para pinak.

| REPOSITORY.UB.ACID |

20 Hasil wawancara dengan Tunggul selaku Asisten Branchless banking (ABB) PT. Bank Negara
indenesia di-Kota Malang pada tanggai €8 Maret 2018
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1 H . F AR~
1.2 Rumusan Mesalah

1. "Apakah Ketentuan pernbebasan tanggung jaweh bark pada pada perjanjian

kerjasama aihawah. tangan dengan agen dalam. sistem branchless banking

BRAWIJAYA
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sesual dengan asas proporsionalitas?
2. Apaxah perjanjian kerjasama a@ibawah tangan antara agen dzn bank dalam

sistem hranchless banking harus selalu. mzanjadi perianjian baku dalam

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

perspektit pembuatan kontrak?

1.3 ~ Tujuan Penelitian
Adapun tujuan vang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis kesesuzian perjanjlan kerjasama dibawan tangan antara

agen dan bhank dalam sistem  branchless  banking khususnya  dalam
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pertanggungjawaban -hukum bagi bank oerdasarkan asas proporsionalitas
yang 'sejalan dengan mekanisnie - pertukaran nak dan kewajioain yang
berlangsung secara adil.

2. Untuk menganalisis peluangpembuatan perjanjian kerjasama antara agen
dan bainik delan sistein branchless ‘banking yang tidak harus menjadi

perjanjian baku sehingga nantinya dapat;

| REPOSITORY.UB.ACID |

a. Menielaskan Klausul perjanjian kerjasama yang proporsional ditinjau

dari pihak bank dan agen
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b, Memiiiki prinsip keaditan
c. . Memiliki bentuk perjanjian kerjasama yang ideal menurut hukum

perjanjian Indonesia.

BRAWIJAYA
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

1. Manfsat Umum

Peneiitian ini diharapkan memberikan pengayaan pada penerapan teori

hukum keperdataan kKhisunya hukum ‘perjanjian terkait dengan penerapan

asas proporsionalitas pada peijanjian keriasema agen dan bank dalam sistem
branchiess banking khususnya daiam hal pertanggungjawaban hukum bagi
bank. Pada urnumnya perjanjlan kerjasama antara agen dan bank memiliki

klausul bakui yang memuat hak dan kewajiban yanag tidzk seimbang sehingga
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cenderung merugikan salah satu pihak.

N

IManfaat Khusus

Disamping manfaat umum tersebut. penelitian ini secara spesifik diharapkan
mampu :

4. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan perjanjian kerjasama

di bawah tangan antara agen dan hank berdasarkan asas proporsionalitas

| REPOSITORY.UB.ACID |
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b.. Meniadi panduan  bagi pihak bank dan agen dalam merumuskan
perianjian kerjasama dengan akta otentik yang didasari dengan keadilan

berkontrak.

BRAWIJAYA
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1.5 Kerangka Teoritik

151 Teori Keadilan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Sebuah perjaniian: yang -merupakan suatu tempat. bertemunya dan

bertukarnya kepentingan antara para pihak - tidak dapat dilepaskan dalam

kaitannya dengan keadilan. Adil dapat diartikan sebagai “tidak berat sebeiah”,

dan tidak memihak’ Keadilan berisisuann tuntutan agar orang memperiakukan
sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban serta tidak diskriminatif;.
Jeris-jenis keadilan menurut teori Aristoteles, terbagi sebagai oerikut:?

1.0 Keegdilan komuiatif, yaitu periakuzn kepade sesecrang tanpa meiihat
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iasa-jasa orang bersangkutan.

2. Keadilan aistributit, yaitu periakuan kepada seseorang sesuai dengan
jaso-jasa yang telah dilekukannya:
13 3. Keadilan kodrat alam, vaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai
| > - B, by . Al
& degan nukum aian.
e 4. Keeadilan konvensional, yaitu keacilan yang terjadi ketika seseorang

telah mematuhi peraturan perundang-undangan.

ARH. Wiwohe., Keaditan Berkontrak, (Jakarta: Penaku;, 2017), htim.12¢
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5. Keadilah perbaikan, yeitu keadilan yang -teriadi -keitka seseorang

I3

mencemarkan nama baik orng lain.

Adil dalam berkontrak adalah meietakkan kepercayaan pada individu
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untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan. Dalam sebuah
perjaniian keadilan distributif. adalah keadilan yang. diterima seseorang

berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disurmbangkannya {seouah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

prestasi). Keadiian ini.- menekankan pads asas keseimbangan, yaitl- antara

bagian vang diterima dengan -jasa vang telah diberikan. Perjanjian  vang

dilandasi ~ dengan asas piroporsionai terkandung dalarm keadilan distributif,

sehinggz penilaian keadilan ditinjau dari proporsionalits atau kessbandingan
berdasarkan jasa, kebutuhan dan kecakapan. Oleh sebab itu untuk mewujudkan
keadilan daiani tindakan dan transekst apapun, Khususnya Kontiak, Jonn Ralws

meyampaikan konsep affirmative aciion yang memierikan ksszmpetan tebih
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pada individu dalam masyarakat yang paling tidak diuntungkan.dalam struktur
soslai,konaisi politik, dan struktur ekonomi. Konsep ini imeirioeii kemungkinan
ketika konirak cirumuskan secara tidak adil atau tidak seimbang. Pihak yang
tidak diuntungkan dan dirugikan karena posisi awalnya sudah tidak seimbang

dioeri kewenangan cleh otoritas meialui pemerintah dan pengadilan -untuk

| REPOSITORY.UB.ACID |

diselesaikan menurut kepentingan yang harus dilindungi secara proporsional 3

J

2ipid., him.141
Bibid., him.143
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Teori keadilan digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis
pertanggungjawaban bank atas perjanjian kerjasama dengan agen dalam sistem

braricniess banking berdasarkan asas proparsionalitas.

BRAWIJAYA
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1.5.2  Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan mengandung mzkna, suatu tindakan peilindungan atau

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tindakan meiindungi cari pihak-pihak tertentu. Dalam konteks tujuan dari

Peraturan Perundang-undangan mengenal kepemitikan tempat tinpga! atau

I <

hunian baai orang asing. yaitu untuk perencanaan pembangunan maka harus
meiiputi perencanaan perlindungan hukum bagi masyarakat ternadap

pelanggaran hukum.?*

Prilipus Wl Hadjon, rmengartikan periindungan hukurn sebagai
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tindakan melindungi atay mamberikan pertolongan kepada subyek hukum
denaan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian_perlindungan
hukum diatas, makea dapat diketanui unsur-unsur dari perfinaungan hukum,

vaitu:subyek yeng melindungi, obyek vang akan dilindungi aiat, instrumen

maupun  upaya . vang digunakan . untuk tercapainya . perlindungan

tersebut.Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa:®

| REPOSITORY.UB.ACID |

24prof. Dr. H. Zainuddin Ali_ M.A., Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), HIm. 93.
%Salim, H.S., Erlies Septiani Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,
(Jekarta: PT. RajaGrafindo Persads, 2017), him:.259

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




21

[ reposiTORY.UBACID |

“Dalam fungsinya sebagai perlincungan kepeniingan manusia
hukum -mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran-vang hendak
dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah: mencintakan tatatan
masyarakat yang tertib, mencintakan: ketertiban dar keseimbangan.
Dengan tercapainya ketertibzn di dalam masyarakat diharapakan
kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam: mencapai tuiuannya
itu hukum bertugas membaqi hak dan kewajiban antar perorangan di
dalem masyarakat, -membagi wewenang dan meggatur cara
memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”
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1.5.3 Teori Kepastian Hukum

Hulkum  harus dapat memberikan Kepastian. - Kepastian ~hukum

mearupakan pertanyaan . yang hanya bisa dijawab. secara- normatif,  bukan
sosiologi.?°Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menckankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan
manyertakan beberapa peraturan tentang apal yang harus dilakukan Norma-

norma adalah nroduk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang
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berisi aturan-aturan yang bersitat umum menjadi- pedeman bagi individu
bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu

| REPOSITORY.UB,ACID |

menjaai batasan bagi masyarakat dalarn membebani atau melakukan tindakan

“$pDominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan-Memahami Hukum, (Y ogyakarta:
Laksbang Fressindo, 201C) him.59
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terhadan individu. Adanya atiran -itu dan peleksanzan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.?

Menurut Utrecht; kepastian hukum menganaung dua pengeruar, yaitu
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pertama, adanya aturan vang kersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh. dilakukan, dan kedua, berupa

kearnanan hukum bagi individu dari kKesewenangan pemerintah karena dengan
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adanva aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.?®Kepastian

hukum merupakan jaminan mengenai nukum yarig berisi keadilan.Menurut

CGustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merugakan bagian-bagian
vang tetap dari hukum. Gustav berpendapat bahwa keadilan dan kepastian
hukum narus diperhatikar, kepastian hukum harus aijaga aemi kearnanan dan

ketertipan  suatu- negara.. Akhirmya - hulkum  positiT - harus selalu -~ ditaati.
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Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai
keadilan dan kebahagiaan.”

Jike dikaitkan teori kepastian hukum dalam statu perjanjian sestai pasal
1313 KWUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian keriasama,

menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/
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7 P cn . e (aben e i . o
?"pater Maimud Marzuki, Pengantar Nmu Hulum, (Jakarts:Kencana, 2008} him.158
ZRiduan Svahrani, Rangkuman Intisari Imu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,; 1999), him 23,

ZAchmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosotis dan Sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung
Agung, 2002), rilm. 85
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kontrak: dapat memberikan kedudukan ysng sama-antarsubjek hukum yang
terlibat (para pihak vyang melakukan perjanjian kerjasama). Kepastian

memberikan kejefasan dalam meiakukan perbuatan -hukum: saat pelaksanaan
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suatu -perianjian/kontrale  kerjasama; - dalam  bentuk - prestasi - bahkan saat
perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu. pihak ada yang dirugikan maka

sanksi ~daiam suatu perjanjian/kontrak - tersebut harus - dijalankan - sesuai

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kesepakatan para pihak

1.5.4  Teori Pembuatan Kontrak {contract darafting)

Proses penyusunan sebuah kontrak harus memperhatikan kaidan-kaidah
hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta noria dan
praktik hukunr secara universat. Dengan demikian keabhsahen kontrak yvang

telah disepakati olen ‘para nihak dapat  terlindungi. oleh hukum.Dalam
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manmpersiapkan dan merancang suatu kKentrak diperlukannya pengetahuan dan
pemahaman tentang teori-hukum perianjian. Unsur kentrak dealam. civil law

sistem terdiri dari empat unsur, sebagai berikut:

Kzhebasan - kehendak ~sangat - dipengaruhi -oleh kapasiias. - atau

| REPOSITORY.UB.ACID |

kemampuan seseorang yang terlibat dalam perjanjian. Kemampuan ini
sangat menentukan untuk melakukan perjanjian ‘sebagaimana diatur

dalam ketentuan - peraturan - perundang-undangan.. Kapasitas yang
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dimaksuakan dalam civil law antara lain ditentukan individu menurut
umur seseorang. Civil Code Perancis vang mereflekstkan pemikiran

maodern, menyatakan bahwa kehendak individu yang bebas adalah
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sumber darl sistem hukum, vang meliputi hak dan kewsajiban. Namun
kebebasan kenhendak ini harus sesuai dengan hukum. tertulis, vaitu

NUKUM perdata.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

b Kebebasan Kehendak Dasar Dari Kesepakatan

Kehebasan kehendak yang menijadi dasar suatu kesepakatan, agar

dianggap berleku efektif harus tidak dipengaruhi oieh paksaan {dures),

kesaiahan (mistake), dan penipuan(fraud). Kesepakatan di antara para
pihak -menjadi dasar terjadinya perjanjian. Pasal 1320 avat (1)
KUHPerdata renetukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah

apabile dibuat tanpa adanya konsensus atzu sepakat dari para pihak yang
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membuatnya. Ketentuan tersebut membearikan petunjuk bahwa hukum
perjanjian dikuasai olen asas konsensualisime. Ketentuan Fasal 1320
ayat (1) tersebui mengancung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak

untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya.

| REPOSITORY.UB.ACID |

C. Subjek yang pasti

Merujuk pade kzssepakatan, terdapat dua syarat di hadaban juristic act,

suaty perjanjian dapat divbah meniadi efektif yaitu harus dengan ada

antara fain suatu subyek yang pastl. Sesuatu yang pasti tersebut, dapat
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herupa hak-hak; pelayenan (jass), barang-harang yang ada awau akan

=
o masuk keberadaannya, selama mereka dapat menentukan. Para pihak,
—
5= o Do | . |
£ < jika perjanjian telah terbentuk tidak mungkin untuk melakuxan prestasi,
>
2 x 1 H HH ] ~
sSm maka perjanjizn tersebut dapat dibatalkan.

d. Suatu sebab yang diijinkan (A Premissible Cause)

Perjanjian tidek boleh meianggar kelentuan nukum. Suatu sebab yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Py

halal acaleh syarst terakhir untuk berlakunya suatu perjanjizn. Pasal

1320 ayat 4 jo 1337 KUHPerdata menentukan bahwa para pihak tidak

bebas Untuk Mmeinbuat perjanjian yang rmenyangkut causa yang dilarang

oleh Undang-Undang atau  berientangen dengan kesusilaan atau
bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian vang dibuat untuk
causa yang dilarang oleh Undang-Undang atau oerteiitangan dengan

kesusilazrt atau bertentengan dengan uncang-undang adalah tidak sah.
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1.5.5 ' Teori Perjanjian Keagenan
Perjaniian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian  tidak
bernama atau suatu perjanjian yang tidak mencdapatkan pengaturan secara khusus

dalam KUHPerdata dan  KUHD. Meskioun terkandung aspek ”’perwakilan,”

| REPOSITORY.UB.ACID |

perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjaniian pemberian kuasa

(lastgeving). Pada konsep perjanjian keagenan, Pasal 1792 BW menyatakan:
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“pemiberian kuasa adaleh suatu perjenjian dengan mena seorang

memberikan kekuasaan kepada seorang 'ain, yang menarimanya, untuk
dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

v

asal 1792 BW sebagai - ketentuan -umum (lex generalis) - yang
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mengakomodasi dasar hukum hubungan keagenar. Lembaga keagenan
dalam -pengertian yang. lebih luas mencakup lembaga perwakilan,

sehingga agen dapat Juga disebut wakii yang merepreseniasikan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kehadiran orang yang rnemberi perintah. Paca parjanjian keagenan

memiliki cakupan yang-lebih luas daripada pemberian kuasa, karena

hubungan korntiaktual dafam jasa keagenan yang mengandung asas

kebabasan herkontrak (freedorn of cortract) sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang mana para pihak dalam perjanjian
Keagenan inemurigkinkan untuk mengatur syarai-syaiat dan ketentuan-

ketentuan yang mengikat gara gihak terssbut.
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Perianjian keagenan lahir dengan ciri dan karakteristik sehagai berikut:
a. Agen akan menjual parang dan/ atau jasa atas nama prinsipal,
dimanz datam rasiakukan transaksi dengan: pihiak ketiga, agen

bertindak untuk dan atas nama prinsipal;*°

| REPOSITORY.UB.ACID |

0Richard Buitcn Simaiupang, Aspek Hukum daiam Bisnis, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), hlm.43-44,
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k. Prinsipal akan kertanggungjawab atas tindakan vang ditakukan
agen, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan wewenang

yang diderikan oleh prinsipal kepada agen
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c. “Agen mendapetkan pendapatan berupa - komisi dari  hasil
nenjuatan berupa barang dan/atau jasa kepada konsumen;

a. Barang-barang yang akan dijual ke kKonsuimen tetap menjadi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mitik prinsipal dan cikirim langsung dari-prinsipal ke ikonsumen;

e. -Pembayaran harga barang langsung dilakukan dari konsumen

Kepada prinsipal tanpa meiaiul agen

Untuk imenilai suatu peinberian jasa dianggap sekagai jesa kesgenan,
sedikitnya harus memenuhi empat kualifikasi, vaitu:3!

perouatan hukum yang dilakukain adaiah atas perintah piinsipal

o

dan atas risiko dan tanggung jawab prinsipal;
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b. -keuntungan diperoleh berdasarkan perhitungan komisi;
C. semua biaya-biaya yarg dikeluarkan untuk melakukaii suatu

perbuatan - hukuin dagat  dimintaikan —pembayaran  kembali

{reimbursement) kepada prinsipal;

o

prinsipai -dapat menagin secara langsung nasil dari perbuatan
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nukum yang dilaikakan agen.

31 Nathan Weinstock, dalein Dennis Campbell dan Reinhard Proksch; Internasional Business
Transactions, Kluwer 1988, Page A-5, sebagaimaria dikutip dalam Jurnal Hukum Bisnis, Voi. 25 - No.
1, 2006, him. 48.
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1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahimud. Marzuki, penelitian hukum adalah suatu
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proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum. Atau
dokirin-dokirin hukum guha menjawab isu-ist hukum yang. dihadapi.

Penelitian vang dilakukan pada penulisan ini adalah penelitian dengan pola

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Kajian normatif, yaitu aalam penelitian hukum normaiif, hukum yang tertulis

dikaji -~ darl berbagai aspek, ‘seperti teori, - fiiosofi, - perbandingan,

struktur/kompesisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap

pasai, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.*“Metode ini
digunalkan ~untuk — mengkaji - permasaianan - dalarn hal “ini - acalah
pertanggungjawabanhukum bagi bank pada perjanjian keriasama dibawah

<

tangan antara bank dan agen dalam sistem branchless banking sesuai aengan
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asas proporsionalitas dan perjanjiar kerjesama dicawah tangan antare agen
dan -bank dalam sistem branchless bankingapakah harus selalu menjadi

perjanjian haku dalam perspektit pembuatan kontrak sehingga akan
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ditemukan Takia hukum berdasarkan hukum- positif dan mengacu pada bahan

hukum primer, sekunder maupun tersier.

2ibid., him.222
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Pendekatan penelitiain 'yang digunakan adalah pendekatan undang-

undang (statue aporoach), pendekatan konsectual (conceptual approach)
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dan pendekatan histeris (historical approach). Pendekatan unaang-undang
ditakukan dengan mengkaji “semua undang-undang dan - regulas! yang

berkaitan dengan isu hukiim. yang: sedang.  diteliti khusiisnya terhadap
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perjanjian kerjasama bank dengan agen daiam sistem branchiess banking.

Pencekatan konseptuatyaitu  merupakan pendekatan yang beranjek dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang herkembang di datam ilmu

)

hukum.  Pendekatan  konseptuali ~ berhubungan — dengan  adanya
nertanggungjawaban hukum bernik atas perjanjian kerjasarna dengan agen
dilthat dari klausul baku dan-pembebasan tanggung jawab bank atas segala

tuntutan. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang
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adanya perjanjian kerjasama terkait dengan branchiless tanking.

16.3 Jenis aan Sumber Bahan Hukurn

Bahan hukum yang digunakan dalam penuiisan ini terdiri dari pahan
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hukum primer, bahan hukum se<iunder-dan bahan hukum tersier.
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a.Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yang digunakan da'am penelitian ini adalah dalam

bentuk - peratiran perundang-undangan yang berkaitan -dengan
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nenstitian ini, antara lain sebagal berikut

1. Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata.
2. Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Ncmor 10 Tahun

\

1998 tentang Perubanan Atas Undang-Undang Nomor 7- Tahun
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1992 tentang Perbankar
3. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

4. - Peraturan perundang-undangan  pelaksanaan ci bawah undang-
undang yang terkait dengan Branchiess Banking;
a. Pasal 19 Peraturan Otoritas  Jasa Keuangan Nomor
19/P0OIK.03/2014 - tentang -Layanan  Keuangan  Tanpa
Kantor dalam Rangka Keuangan inkiusi.

b. Bab V tentang Kerjasama Penyelenggaraan Laku Fandali
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Surat . Edaran  Otoritas . Jasa . Keuangan . _Nomor
6/SEQJK.03/2015 - tentang ' Layanar  Keuangan -~ Tanpa
Kantor dalam Rangka Keuangan inkiusif oich Bank.

c. Pasal 4 ayat pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. tentang Perlindungan
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[Konsumen SektorJasa Keuangan.

d. Surat Zdaran 21 (SEBI) No 18/22/DKSP  mengenai

penyelenggaraan iayanan keuangan digital.
e.. Pasal 1. dan 4 Peraturan Rank Indonesia No. 11/25/PR1/2009

tentang Perubehan atas Peraturan Benk Indonesia No.
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5/8/RPR1/2003 tentang Penerapan Mznajemen Risiko bagi
Ban< Umurn.
5. Perianjian kerjasama Agen BNI 46

6. Perjanjian keriasama laku pandai PT. Bank Tebungan Negara
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b, Bahan hukum sekunder

co
>

ahan hukum -sekunder yang akan  digunakan dalam penulisan ini
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adalah bherupa buku-buku tentang hukum, hasil penelitian, dan hasil

seminar yang berhubungan dengan peneiitian-ini.

¢ Baban hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat mernberikan
definisi, garmbaran ataupun penjelasan pada Kata-kata sutit yang terdapat
di dalam penelitian ini, seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI),

kamus hukum, dan juga menggunakan data-data pelengkap untuk
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menunjang bahan nukum sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penulisan ini

| REPOSITORY.UB.ACID |

melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara meiribaca, imeneiaah, mencatat

membuat ulasan dari penelusuran peraturan  perundang-undangan dan

peraturan lainnya terkait dengan branchiess banking, jurnal-jurnal iimiah,
serta dari media eiekironik / internet, menggali kerangka normaif dan

menginvenarisasi bahan hukum yang relevan dengan pertenggungjewaban
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banl pada perjaniian kerjasama dibawah tengan dzngan dalam  sistem
branchless banking berdasarkan asas proporsionalitas. Bahan hukum yang

sudah dikumpulkan, dibuat berdasarkan Klasitikasi ~kemudian disusun

BRAWIJAYA
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dengan sistcmatis agar tebih mudah dibaca dan dipelajari.

165 Teknik Analizis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh selanjuinya dilakukan pemboahasan,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pemeriksaxn dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk

diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum ~akan

diinterpretasikari - ‘imenggunakan metode  interpretasi- sistematis dan
gramatikal.  Untuk ~menarik kesimpulan -~ dari ~bahan  hukum yang
dikumpulkan penulis menggunakan analisa._preskriptif (normatif).

Preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-niiai keadilan,

vaiidites awran hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.®
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Interpretasi sistematis ditujukan untuk menetukan struktur hukum
dalam perielitian int yaitu menafsirkan dengan mempernatikan naskah-
nasksh “hukum lain, Analise terssbut cigunakan untuk menghasitkan
argumentasi, teori dan konsen baru sehagai preskripsi dalam menyelesaikan

perimasaiainan yang dihadapi yaitu terkait dengan peitainggungjawaban
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hukuim tagt bank pada perjanjizn kerjasame dicawah tengsn antara bank

BPeter Mahmuo Marzuki, Penalitian’ Hukum, (Jakarta: iKencara, 2010) nim.22
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can: agen datam sistem branchless banking yang sesuai- dengan -asas
proporsionalitas.

interpretasi gramatikal aatam perielitian ini terkait derngan makna teks
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daiam tujuan dan ada tidaknya, peluang perjanjian kerjasama dibawah
tangan antara agen dan bank dalam sistem hranchless banking yang tidak

selalu menjadi perjanjian baku dalam perspektif pembuaan Konirak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sehinoga terdapat rass keadilan dan periindungan hukum bagi para pihak.

1.6.6 Definist Konseptual

Penulis menggunakan definisi konsep antara lain sebagai berikut:

a. Pertanggung jawaoan hukum.

Dasar pertanggungiawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan

dan risiko. Denigan “demikian dikenal oengan ' pertanggungjawahan “atas
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dasar kesalahan {liabitity without based on fault) dan peitarnggungjawaban
tanpa kesalahan vang dikenal (liability without fault) vang dikenai dengan

tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability). Prinsip

| REPOSITORY.UB.ACID |

daser pertanggung jawaban etas dasar kesalehzn -mengandung arti bahwa
seseorang_harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena

merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah

bahwa - kensumen  penggugat tidek ~diwajibkan Jlagi melainkan  produsen

tergugat langsung bertanggung jawab sehagai risiko usahanva.
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b. ~Branchiess Banking

Dengan layanan brancheless banking, keberadaan bank mendekati lokasi

masyarakat melatui penggiinaan agzn-agen hank yang berada di pelosok

BRAWIJAYA
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wiiayan Indonesia seningga mernungkinkan nasapban dapat mengakses
tayanan perbankan dimana szja dan kapan saja. Hal ini sejalan dengan

program keuangan. inklusit yang bertujuan meningkatkan akses layanan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

keuangan formal sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan -Inklusif.

Sistem “branchiess banking — menjadi saiah satu pilar pendukung yaitu

fasilitas intermediasi- dan saluran distribusi. Sebagai saiuran distribusi
alternatif, agen perbankan memiliki- fungsi melayani transaksi dan
mendidik nasabah serta meiakukan pelayanan yang cepat dan mudah yang
selama - ini- menjadi - kendala khususnys - bagi - kalangan - masyarakat

unbanked
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c... . Asas Proporsionalitas

Para pihak dalam suatu perianjian vang proporsicnal / seimbang bukan
hanya berdasarkan tujuan akhirnya untuk mendapatkan keuniungan /
parang tetapi persamaan deiam menentukan pilinan dalam suatu perjanjian.

Sehuah perjanjian harus dilandasi dan diberikan klausula yang menjelaskan
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kondisi, keadaan serta secara jelas merigakomodasi kehendak para pihak
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agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang mangakibatkan kerugian pada

salah satu pihak yang ada d! dalam perianjian tersebut.

1.7 Qrisinalitas Penelitian
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Berdasarkan - penelusuran  aias penelitian-peneiitian yang - telah
dilakukan sebeiuminya pada Program Pascasarjana Fekuitzs Hukum Universitas

Brawijaya, ditemukan sedikitnya 2 (dua) judul tesis terkait dengan Branchless

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

banking, yaitu :

~

1. Tesis atas rama Aster Kusumawati dengan jucul Tanggung Jawab

AgenKepada Nasabah Penyimpan Dan SimpanannyaTerhadap Layanan

Perbankan Branchiess Banking (DitinjauDari Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 19/PCJIK.03/2014 tanggel 18 Novembpzr 2014
Tentang Layanan Keuangan TanpaKentor Dalam Rangka Keuangan

Inklusif)
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Persamaan: - penetitian berfokus pada penerapan konsep branchless
banking daiam layanan keuangan perbankan Indonesia.

Perbedaan: pada penelitian terdahulu lebih terfokus pada tanggung

| REPOSITORY.UB.ACID |

jawab agen Kkepada nasebah  terkait dengan - sistem

branchless hanking, sedangkan panelitian vang saat ini

dilakukan akan berfokus pada = pertanggungjawaban
hukum bagi bank terkair dengan perjanjian Kerjasama yang

dibuat antara bank danagen.
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Tesis atas nama Ajeng Moorseta Quadtias Kumitirasih cengan judul
Tanggungjawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka

Keuangan Inklusif Terhadap Rahasia Bank.
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Persamaan: -~ penelitian terfokus pada penerapai konsep branchless
banking dalam lavanan keuangan perbankan Indonesia.

Perbedaan: pada penelitian terdahulu-lebih terfokus pada tanggung

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

jawab agen -terkait - dengen rahasiz hank; sedangkan

penelitian saat ini berfokus pada perjanjian keriasama bank

dengan agen.

Adapur -penelitian yeng dilakukan sebeiumnya yang telan diiakukan pada
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, salah satunya
diternukan satu judul terkait dengan branchiess parking adaian:

1.0 Tesis atas name Alifa Prasasti- R dengen judul Tinjauan Yuridis atas
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Risiko Penyelengoaraan Branchless Banking Dalam Kaitannya dengan

Kesenatan Bank.

Persamiaan o genelitian sama-sama menerepken korsep Branchless
banking dalam layanan keuangan perbankan Indonesia

Perbedaan.  pereiitian yang dilakukan sebelumnya berfokus pada

| REPOSITORY.UB.ACID |

penerapan konsep branchless ‘banking vang kemudian

berkaitan dengan tingkat kesehatan bank, sedangkan

penelitian yang dilakukan saat ini lebih bertokus pada
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perjanjian - kerfasama = bank . dangan - agen - -dan

pertanggungjawaban hukum bagi bank.

Untuk-lebih jelas membandingkan persarmaan dan perbedaan artaira penelitian
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terdahulu dengan penelitian saat ini beserta rurnusan mssatal terkait dengan
orisinalitas penelitian adaiah sebagai berikut:

Tabei 1. Originalitas

r

| § F\Ear.f_ra_ | i
E NO Reaelitts , Buyiean Percsamaan | Peroedaan | Kontribusi /| iKebaruan
| & Judul/ Masalah |
i | Tahun I AL Ay ey (R
g 1 Aster | Bagaimana | Penerapan Pada Peneiitian \ Penelitian
e WKusumawati/ |- kedudukarn Konsep penelitian yany ‘ ini
Tesis/ agan Eranchisss terdanuiu ditakukan meneiiti
< Tanogung sehagai banking iehih saat ini ‘ tentang
E Jawab Agen. | kepanjang- dalam terfokus mengarah ‘ pertang-
) — Kepada | antangan layanan pada kepada \ gungiawa-
é — Nasaban | dari Bank keuangan tanggung perjanjian ’ an hukum
23 Penyimipan |- penyeleng- | perbanikan | jawab agen | kerjasama ‘ bagi bank
< < aan - gara leku indonesia kepada bank | ates
S Simpanannya pandai nasabah dengan perjaniian
S| terhadap . | dengan terkait agen dalam | kerjasama
Layanan | adanya dengan sistem ] dengan
Perbankan | layanan sistem Branchless | = agen
Branchless | branchiess Biranchiess banking | dalam
benking | banking? banking ’ sistem
= (Ditinjau dari yang juga Brarich-
g Peraturan - " Bagaimana terkait | less
E 0OJK | tanggung dengan ! banking
& No0.19/POJK. | jawab agen rahasia bank | berdasar-
'é 03.2014 | apabila atas cata ’ kan asas
E tgla9-10-- - dikemudian nasalsan | proporsi-
e 2014 tentang  hari terjadi onalitas
Layanan | terbukanya | serta
Keuangan ! rahasia atas \ menganali
| | TanpaKantor | NSRS AN SR 5 | saadanya
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]K
S Palam dats i peluang
< Rangka nasahah? perjaniian
g:.’ Keuangan | kerjasama |
Z = Inkiusir) / | tersebut
§ P 2015 | tidak
= dibuat
=6 | datam
S>00 ‘ AR
perjaniian
’ baku
| dalam
’ perspektif
; pembuatan |
13 E) | kontragk
s Bagaimana | Penerapan | Penelitian | Penelitian [ Pada. !
1S )
& bentuk konsep sehelumnya saatini | penelitian
g hubungan | Branchless berfokus terkait pula \ terbaru
1S | hukum para banking pada dengan | meneiiti
e (pihak daiar dalam Hubungan agen ‘ tentang
, pelaksanaan layanan hukum para famun pertang-
Ajeng [ . o Y | b
< NGorsata branchless ketiangan pihak dan Izhih gung
E Oz d‘i': banking di | perhankan tangaung mengarah ‘ jawaban
wn Lo I Indonesia? Indonesia jawab agen ada hukum
i Kumitirasih / ;
i . Tesis. .. terkait perjanjian | bagi banik
2 B Tan\'aunn Eagaimana dengan kerjasama | dalam
W < -1 anagung fanggung rahasiabank | aniara bank | perjanjian
= jawab Agen PO | ’
S : javvah agen dengan kerjasama |
S Layanai | - pes | i
NPVNTI pelaksana agen yana
Keuangan 1 i 2|
oL layanan ] dilakukan
Tanps Kantos \
Dalam | Keuangan | antara
taripa kantor | bank
g dalam dengan
alzu yail
Keuangan roraka | a(,fr
] friKlosif™ " | l‘G’l‘j‘a":ilqAa‘n | berdasar
| o £ ) ceuat iyals lesals
= Nefhddap!S Pravlicd
| &8 b . . inklusif ! kan asas
|z Rahasia Bani o 4
& /2015 . | (ernadap | proporsi- |
|8 | rahasia | onalitasser
,3 - “bank? | i )
menganali |
| ‘ sa adanya
' | peluang |
e T I PSS AR B 5 |_perjanjian _
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kerjasama
tersebut
tidak
dibuat
dalam
perjan;jian
baku
daiam
perspekiif
pembuatan
kontrak
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Alifa Prasasti

R/ Tesis!
Tinjauan
Yuridis atas
Risiko
Penyeieng-
garaan
Branchless
Banking
dalam
Kaitannya
dengan
Kesehatan
Banik

. Risiko apa
sajakah
yang dapat
muncul dari
| penyeleng-
| garaan
i branchiess
Banking
cdalam tisaha
perbankan?

| Bagaimanap
[ engaruh
| risiko-risikn
tersebut
terhadap
| kesehatan
| bank?

Peénerapan
konsep
Branchless
banking
dalam
layanan
Keuangan
perhznkan
indonesia

Penealitian
sehelumnya
menganalisa

risiko atas

branchless
panking
yang mana
hal tersebut
dapat
mempeng-
aruhi tingkat
kesehatan
suatu bank

Penelitian
szab ini
berfokus

pada
perjanjian

Kerjasama

bank
oengan
agen dalam
sistem
branchless
banking

Pada
penetitian
terbaru
menganali
sa tentang
pertang-
gung
jawatan
hu<um
bagi hank
atas
perjanjian
Kerjasama
dengar
agen
dalam
sistem
branchiess
bankingser
e
menganali
sa adanya
peluang
perjanjian
Kerjasama
tersebut
tidak
dibuat

dalam
I R I I P | perjanjian
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> b(M\J |
<L | | daiam |
g:-' ' | perspakiif |
= ; | | pembuatan |
i i A - | kontrak |
>
S
S

1.8 Sistematika Penulisan
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Penyusunan sistematika dalam penulisan .ini _dibagi _meniadi beberapa

BAB |: Pada bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keiangka teoritik,

orisinatitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
BAB !l : . Pada bab Kajian Pustaka akan. diuraikan tentang tinjauan umum
fentang pertanggungjawaoan hukum bagi bank pzsda pearjanjian

kerjasama dibawah tangan antara bank dain ‘agen dalam  sisiem
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branchless banking sesuai dengarn asas proporsionalitas dan peluang
perjanjian kerjasama dibawah tangan antara agen dan hank dalam
sictein branchless banking yang tidak harus selslu menjadi parjanjian

baku dalam perspektit pemouatan kontrak.

a

BAR Hli: Padabab Hasil dan Pernbahasan akan diuraikan teataing jewaban dari
permasalahan mengenai pertanggungjawabar hukum pagi bank pada

perjanjian kerjasama dibawah tangan antara bank dan agen dalam

| REPOSITORY.UB.ACID |

cistem branchless banking sesuai dzngan asas proporsionalitas dan
peluang perjanjian kerjasarma dibawan tangan antara agzsn dan bank

dalaim sistern bianchless banking yang tidak narus sefalu menjadi
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perjanjian baku dalam perspektif pembuatan kontrak - sehingga

renjarmin keadilan can perlindungan hukum.

BAB V: Pada bab kesimpulan ¢an saren akan di uraikan teniang kesimpulan

yang didapat dari hasii dan pembahasan pada bab seseluminya dan
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saran peneliti atas isu hukum yang dinadapi.

U
2
2
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BAL H

ICAJIAN PUSTAKA

1. Bank

Bark adatah salah satu tembaga dari sistem keuangan yang paling

BRAWIJAYA
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penting. dan. mempunyai peranan vang hesar dalam kehidupan masyarakat.
Menurut Kamus Besar Bahasa indonesia, pengertian bank dapat dirumuskan

sebagal berikut it

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

“usaha di bidang keuangan- yang menarik dan mengeiuarkan vang di
masvarekat, terutama memberikan kredit dan . jasa di laiu lintas
pembayaran dan peredaran uang’”’

UL Perbankan memberikan definist bank sehagal berikut 2

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari. masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk = kredii ‘dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam  rangka
meningkaikan taraf hidup rakyat banyak”

Bank dalam melaksanakan. kemitraan antara-hsnk dan -nasabahnya,
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harus menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip. sebagai

berikut:?

1. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)

| REPOSITORY.UB.ACID |

1Rani Sri_ Agustina, Rahasia Bank; (Bandung: CV.Keni Media, 2016), him.52
“ibid.
%ibid, hlm. 56
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Asas kepercayaan adalahi suatu asas yang mernyatakan bahwa usaha

bank di'andasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.
Kemauan masyarakai untuk menyimpan sebagian uangnya dilandasi oleh
Kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehinya kembali pada waktu

vang diinginkan atau sesual-dengan yeng diperianjiar dan disertai dengan
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imbalan. Hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana bukan sekedar
nubungan kontrakilal biasa antara aebitor dan kreditor, tetapi juga hubungan

kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

juga mengakui bahwa hubungan antar bank dan nasabah penvimpan dana

adalah ~ hubungan -~ kepercayaan.  Penlingnya — peranan  bank - dalam

perekoncmian dan besarnya tingkat keperceysan masyarakat harus dijaga
dalam industri perbankan menvehabkan perbankan menjadi industri yang
paling bariyak dar- paling ketat diatur (heavy regulated). Hal  ini

dimaksudkan ggar terpzliharenya kesehaten perbankan dalzm pencipiaan

sistem perbankan yang sehat.
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2. Prinsip Keranasiaan (Confidential Principle)

Asas kerahasizan -adalah zsas yang mengharuckan ateu- mewajibkan
bank merahasiakan segala sesuatu vang berhuhunaan dengan keuangan dan
fain-iain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan

(wajib) direhasialan Kerahasiaan ini adalah univuk kepantingsn bank sendiri
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karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menvimpan
uangnya di bank.

31 Prinsip iKehati-hattan (Prudentizl Banking)
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Asas kehati-natian adalan suatu asas yang menyatakan banwa bank

dalam menjelankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinisp
kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan
Kepadanya. Tujuan dicerlakukannya prinsip-kehati-hadan tidak lain adalah

agar hank selalu dalam keadaan sehat -dengan kata lai agar selalu dalam
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keadaan likuid dan solvent terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga
masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Pada dasarnya  semua prinsip-prinsip - perbanikan tersebut  diatas
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dilakukan untuk memperoleh kepercayaan nasabah. Sehingga peran

kepercayaan mienjaal sarigat penting yang harus selaiu dijaga aan dipelihara.

2. Tanggung Jawah Hukum
Menurut Karmus Besar Banasa indonesia (KBB1), tanggung jawab
adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi aga-gpe boleh

dituntut, dipercalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung
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jawab adaian suatu keharusan bagi seseorang uniuk meiaksainakan apa yang
telal diwajitkan kepadanya.*

Dalam: hukum  keperdataan prinsip-prinsip. tanggung jawab.  dapat
dioedakan sebagai berikut:®

1. Prinsip tanogung jewab herdasarkan adanya unsur kesarahan (Liabilit
oY y
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hased on fault)

“Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Bogoer: Ghalia Indonesia, 2005), him.28
*Rani Sri Agustina, Op.Cit., him.114
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g

i -Inconesia diberlakukannya prinsip tanggung jawab berdasarkan
kesalahan atas asas konkordasi vang dituangkan dslam Pasal 1365 KUH
Perdata. dikenal ‘dengan. istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Adapun unsur-unsut PMi- sebagai berikut

Adanya unsur perbuatan melawan hukum cari terguoat, seperti

28]
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vang dijeiaskan sebelumnya
b. Perbuatan itu dapat dipersaiatikan kepadanya

c. ‘Adanya kerugian yang diderita penggucat sebagai- akibat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kesalahan tersebut.

2. Prisip tanggung jawab berdasarkan pracguga (Presumption of Liabiiity)

Prinsip tanggung jawab yang juga didssarkan atas kesatanan, tetapi

<

dengan menakankan pada nembalikan beban pembuktian (Shifting of the

burden of prooikepada pihek tergugat). Apabila prinsip ini ditarik pada

tanguung jawak korporasi, jika masyarakat merass dirugikan olehi suatu

perusahaan, baik dari aktivitas korporasi ataupun karena keberadaanya.
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iviasyarakat bisa langsung menggugat dan pinak perusanaan nantinya
yang membuktikan bahwa kKerugian yang diziami masyarakat bukan

karena kesalahan pihak korporasi yang dimaksud.

| REPOSITORY.UB.ACID |

~ r

3. Prinsip tanggung jawab mutiak (Absclute Liability atau Strict Liabiiity)

Lahirnya tanggung jewab mutlak ini “enrechinatigedaad” yang

mengedzpankan adanya unsur_kesalahan dengan kate lain harus ada
Ketertuan peraitutan peruncang-unoangan yang ailanggar, dalam rakta

ernpiris tidak semua ursur kesalahan (fault) dapat dibiiktikan, bahkan
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ade yang udak dapat aibuktikan sama sekaii. Vierupakan ~bentuk
pertanggung jawaban perdata vang tidak memerlukan pembuktian unsur
kesalahan (fault), sebagai unsur utama dalam pertanggung jawaban
perdata dalam “nai terjaai fauit ‘based (perbuatan melawan hukum).

Dengan-istilah pembukiian kausalitas dimana masyarakat vang merasa
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dirugikan tidak perlu membuktikan kesalahan vang dilakukar, namun
dibebani unitulk membuktikan kerugian yang dialaminya dikarenakan

aktivitas korporasi.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

3. Perjanjian Kerjasama

Para anli- hukum  memiliki . definisi ' vang. berbeda-beda  mengenai

Perjanjian. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang
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berjan)ikepada seorang lain atau dirnana 2 (dua) crang itu sating terjenji untuk
melaksanakan suatu ha!, yang dalam kentuknya perjanjian itu dapat dilakukan
sebagal suatu rangkaian perkataan yang mengandung lanji-janji- atau
kesanggupan yang diucapkan secara fizan ‘maupun - tertulis.® Selanjuinya
meanurut Salim H.S, kontrak ataw perjanjian merupakan-hubungan hukum antara

subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta

| REPOSITORY.UB.ACID |

kkekayaan, dimana subyek hukum yang saw berhak atas prestas: dan begitu juga

1

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: intermasa, 1994); him.1
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subyex hiukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai
dengan yang telah disepakatinya.” Adapun pengaitian yang lebih jelas diatur di
dalam Kitab UUndang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disebut
dengan perikatan. Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal

1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut:®

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

“Suatu persetujiuan adalab perbuatan yang mana satt orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Perjanjian lanir karena ada persetujuan afau kesepakatan di antara

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

para pihak, bukan persetujuan sepihak.®

je erjanjian tidak

Ferjanjian kerjasama merupakan saiah satu jenis dari o

hernama  (innaminaat). Perjaniian bernama ' (nominaat) .ada!ah . perianjian-
perjanjian yang teiah diatur secara khusus dalam KUH Perdata, yaitu pada Bab

Vv samnpal dengan Bab VI, den yang telaih diatur pula dalant KUH Dagang.
Berbeda halnva dengan perjaniian. tidak bernama yang belum diatir secara

tegas dalam KUH perdata namun tertuang dalam Pasai 1319 KUH Percata yang
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meanyatakan banwa

‘Semmua perjanjian, baik yang mempunyai nama Khusus, maupun yang
tidele dikenal dzngan suatu nama tertenty, tunduk gada peraturan umum
yang termuat dalam hab ini-den bab yang lalu”.

| REPOSITORY.UB.ACID |

“Salim, H.S, Hukum Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.27

8Gatot Supramono, S.H. M. Hiim, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjavan di Bidang Yuridis,
(Jakarta: PT. Rineka Cipte,:2009), H!m. 163.

®Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2004), Him. 37.
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=

‘erjanjtan Kerjasama tidak diatur dalam KUH Perdata secara khusus
sehingge kepadanya tidak berieku keientuan KUH Perdata dengan sistem
tertutup melainkan dengan sistem terbuka.’? Dalam hal ini. KUH Perdata
memberikan kebeoasan tagi para pinak yang mengadakan perjanjian sesuai

asngan kesspakatan selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan
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norma kesusilaan yang berlaku.

Menurtit Subekti, perjaniian keriasama hanya memnunyai daya hukum

intern (ke dalarn) dan tidak mempunyai aaya hukum Ke iuar. Yang pertindak ke

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

[uar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga adatah kerugian dientara para

sekutu diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat.'

Perjanjian kerjasama imempunyai asas-asas yang sama dengan hukum
perjanjian yaitu;
a. “Asas Kebebasan Berkontiak

Asas kebebasan berkontrak ini sesual dengan ketentuan Pasal 1338
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avat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“seriua perjanjian yang dibuat secara san oeriaku sebagal Undang-
Uncang bag: mereka yang membouatnya’

Asas ini memerikan kebebasan para pihak untulk:?
a. Mernbuat atau tidak membuat perjanjian,

2. “Mengada Jerjanjian-dengan siagapun,
0. ‘Mengadakan perjanjian dengan siagapu

| REPOSITORY.UB.ACID |

®ahmad Rizki Sridadi, Pedoman Perjanjian Kerja Bersama, ((Maleng: Empetdua Miedia. 2016),
him.15

1Supekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Aiumni, 1976) Him.53

“23alim, H.3, op.cit, lim.¢
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c. Menentukan 1si perjanjian, peiaksanaan, dan persyaratannya,

dan
d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan
b. Asas Konsensualisme

Asas ini sesuai dengen ketentuan dalam Pasel 1320 ayat (1)
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KUH Perdata, bahwa perjanjian iahir saat tercapainya kata sepakat
antara para pihaxk dan sejak saat itulah perjanjian tersebut mengikat

dan mempunyai akikat hukum.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

... Asas Pacta Sunt Servada

Asas ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KU+ Peidata yang

berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Sehingga apabiia ada selah catu pihak melanggar ketentuzn dalam

perjanjian maka pihak yang dirugiken dapat menuntut. Dalam ha! ini
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maka memberikan kepastian hukum hagi para pihak yang rembuat
perjanjian.
d. Asas Itikad Baik
Asas Itikad baik termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdaca yang berbunyi.

21,99

“suatu perianjian harus dilkasarakan dengan itikad baik

| REPOSITORY.UB.ACID |
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)

alam Kamus Besar Bahasa Inacnesia, yang aimeaksud dengan itikad

adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh maksud, kemauan {yang baik).*®
Wirjona Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam vaitu:**
a. itikad baik pada waktu muiai berlakunya suatu hubungan hukum. itikad

haik disini biasanya berupa perkiraan atau anggspan seseorang bahwa
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syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah
terpenuhi. Dalarn konteks ini-hukum memberikan perlinaungan xepada

pihak vang beritikad batk, sedang hagi pinak yang beritikad tidak baik

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(te kwader trouw) harus hertanggung jawab dan menanggung risiko.

b. “itikad baik pada waktu peiaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

vang termaltub: datam hubungan hulkum itu. Pengertian itikad baik ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 avat (3) KUH Perdata adalah
bersitat obyektit dan dinamin ‘mengikuti situasi sekitar peibuatan
nukumnya, Titik berat itikad baik disini terietak pada tindakan yang

akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai
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pelaksaiaar sesuatu hal.
Sehubungan dengan fungsi itilkad baik daizm Raszl 1338 ayat (3) KUH
Perdata, menurut beberapa sarjana antara 1ain Arthur S. -Hartkamp dan

Marianne M.M. Tiligin, terdapat tiga fungsi utama itikad baik yaitu:*®

| REPOSITORY.UB.ACID |

BTim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Behasa Departaman Fendidikan dan
Kehudayaan, Kamus Besai:Bahasa Indonesia: izdisi Il (Jakarta: Balai Pustaka, 1995); hlm 359
4Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., him.119

Sibid, him.122
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a. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut

itikad Daik (itikad baik sebagai asas hukum- umum), artinya kontrak
harus ditafsirkan secara patut dan wajar (fair)
b." Fungsi menambah atau melengkapi (aanvuliende werking van e geode

trouw), artinyz itikad baik depat menambah isi atau kata-kata perjanjian

)
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apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak
lidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

¢. Fungsi-membatasi atet -meniadakan (bepzrkends en derogerande

A
'3 werking van de geode trouw), artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan
|2
| & - roifne R
|2 apaoila terdapat alasan-alasan yang amat penting (atlen in spreekende
19
ad gevatlen)

4, Agen

Agen merupakan pedagana perantara yang tidsk dietur dalam Kitab
gdlly yiiy

Undang-Undang Hukum Degang (selanjutnya disebut KUHD). Pasal 1
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angka 4 Peraturan ivienteri Perdagangar Nomor 11/M-DAG/FER/3/2006
tentany Ketentuan dan Tata Cara Penzrbitan Surat Tenda Pendeftaran Agen
atau. Distributor. Barang dan/atau Jasa (selanjutnya disebut Permendag
11/2006), Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yaing oertindak

sebagai perantara untuk dan-atas nama prinsinal berdasaikan parjanjian

| REPOSITORY.UB.ACID |

untuk melgkukan pemasaran tanpa. melakukan pemindahan hak atas, fisik
parang/dan atau - jasa yang dimiiiki/dikuasai oleh  prinsipai - yang

uknyz. Selanjutnya oerdasar Fasal 1 angks 1 Permendag 11/2006,
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prinsipal adalah percrangan atau badan usaha yang berkerituk badan -hukum
atau bukan tadan hukum di iuar negeri atau di dalam negeri ang menunjuk
agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang
dimiiiki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi- prinsipal - produsen dan

prinsipal supplier:
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Dalam praktik kegiatan pbisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai
nubungan hukur antara pihak prinsipal dengan agen, dimana pihax grinsipal

memberi wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dangan pihak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

ketiga. Hubungan hukum antara prinsipal dengan agennya dapat berupa

perwakilan dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal.*?

I &I

Hubungan antara prinsipal dan agen adatah fiduciary relationship

dimana prinsipal mengizinkan agen untuk bertindak atas nama prinsipal dan
agen berada di bawan pengawasan prinsipal.’

Jika agen  bertindak -untuk  dirinya _sendiri, rnaka orinsipal tidak

bertanggung jawakb atas transaksi dan nerbuatan vang dilakukan olieh agen.
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Dan jika agen bertndak untuk gan atas nama prinsipal, tentu saja piinsipal
harus  bertanggung jawab terhadap: perbuatan  agen yang merugikan

konsumen, 18

5. Branchlzss Banking

| REPOSITORY.UB.ACID |

18Suharnoko, Hukum Perjaniian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana; 2012),-him.41
Yipbid, him.43
8jbid, hiim.42
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iKonsep layaneain branchiess parnking memungkinkan adanya peiayanan

bznk yang dapat menjangkau mesyarakat hingga di pelosok terpencii wilayah
Indonesia yang masih belum tersentuh oleh bank/unbanked. Transaksi
perbankan juga dapat dengan rnudan dilakukan dimana dan kapan saja karena

aitunjang oleh favanan berbasis ieknologi “omunikast dan telecon seluler.
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Layvanan branchiess banking di Indonesia berbentuk model Barik-led.
Daiam rmodel barik-led sebagai penyelenggara atau provider layanan branchless

bankinghank bekerja sama dengan agen yang bertincak sebagai perwakilan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

bank yang melayani transaksi nasabah secara terbatas. Agen sepenuhnya

dikeiola oieh bank atau pihak yang ditunjuk knusus untuk itu dan lisensi serta

branding produk dari layanan medel barik-ted dimiliki oleh bank. ™
Ada enam ciri branchless banking dengan model bank-ted, yaitu:2°

gaiitas

[EN

Datam hal legalitas, moede! bank-led lisensi atas penyelenggaraan

aktifitas layanan branchless harking dimiliki oleh bank. Bank sebagai
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iembaga oerlisersi yang punya ijin untuk menyelenggaiakan. Bank

yang: mengeluarkan dan omemiiiki - produk - dengan - brand - yang

diciptakan

N

. Niiai keungguian (value pioposition)

Bank sebagail penyelenggara iayanzn ini dalarm meiaksanakan kagiatan

| REPOSITORY.UB.ACID |

bisnis layanan  dapat meraih lehih hanyak nasabah, khususnya

Bibid., him. 40
“Ojbid., hlm. 40
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masyarakat unpanked. Karena masyarakat di indonesia masih. iebih
percaya leyanan branchiess banking keuangan cilakukan oleh Bank.

3. Pelanggan
Sebagai penyedia layanan branchiess banking daiam model sank-led

hank sepenuhnya memiliki nasabah pengouna layanan. Semua data
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nasabah dikelola dan disimpan oleh bank sebagaimana layaknya data
nasaban lainnya.

4. Pendapatan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Dalam hal pendapatan, model bank-led ini_ memperolehnya dari tiga

o Yvi'rar vartin:
sulmiber, yaitu.

Biaya transaksi dari fitur-fitur leyanan branchiess banking., Fitur

QO

layanan yang ada sesuai kebijakan bank dikenakan biaya
inisalnya transfer, pznarikan, pembayaran, pemoelian, gar fain-
iain. Pendapatan fain: dalam meningkatkan penerimaan bank

<

dalam. model ini didapat dari cross sellina yang merupakan

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

isiis utaima bank sebagai iembaga interimediasi;

k. Kemisi dari aggregator pembayaran atad perusahiaan switching
berupa sejumlah persentase tertentu atas keria sama pembayaran
tagihan yang dilkaukan iewat layanan branchiess bariking. Bank

akan bekerja sama dengan pervsahaan switching untuk dapat

| REPOSITORY.UB.ACID |

melayani nasabah dengan aisa pembayaran tagihan, pembelian

puisa, dil.
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¢. Cross selling produk bank. Layanan branchless banking dalam
mode!l ~bank-led - menekankan -adanya —peningkatan . pada
nenggunaan produk-produk bank lainnya sebagai cross selling
seperti kredit.

5. Logika bisnis
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Dalam model bank-led bank memperhitungkan aspek bisnis yang akan
didapaikan dengan pengembangan layanan branchless bariking untuk

meningkatkan profit secara keselurtihan.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Dalam layanan branchless banking produk vang akan ditawarkan ke pasar

harus berorientasi pada kebutuhan nasabah dan yang rmemiiiki cirri-ciri-sebagai

barilut:
1. Terdapat fitur-fitur daser sesuai kebutuhan masyarakat pada umumnya
seperti menyirnpan dan rmeiakukan transaksi pembayaran kecil dan
mengirim vang.

2. Proses dalam melakukan transaksi yang mudah, cepat; dan aman.
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Syarat pembukaan rekening yang mudan. Proses yarig sedernana

w

dalemy CDD (customer Jdue ditigence) oiperlukan.
4. Biaya-biaya vyang dikenakan murah sehinagga. akan mendorong
masyarakat untuk menggunakannya, disamping Taktor lain seperti

proses yang mudah, seaerhana dan cepat

| REPOSITORY.UB.ACID |

($2]

Branding produk yang mudah diingat oleh masyarakat.

6. -Asas proporsionalitas
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P.S  Aujah memberikan- landasan - pemikirain -~ mengenai - asas
proporsionalitas dalam  kaitannya dsngan- peran kontrak -sebagai iandasan
pertukaran yang adil di dunia bisnis, bahwa transaksi para pihak yang
berkontrak sesuai dengan apa yang diinginkan.”* Pada dasarnya asas

proporsicnatitas merupakan perwujucan: doktrin “keadilan berkentrak” yang
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mengkoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak vang dalam beberapa hal
justru menimbulkan ketidakadilan.?>

Asas proporsionalitas mengandaikan pambagian hak dan kewajiban

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

diwujudkan dalam seluruh preses hubungan kontraktual, baik pada fase pra

kontrakiual, pembentukan kontrak, “maupun  pelaksanaan —kontrak. = Asas

proporsional sangat berorientas: pada konteks hubungan dar kepentingan para
pihak (meniaga kelangsungan hubungan). Untuk itu diajuken suatu Kriteria
yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas daiam
kontrek sebagai berikut:?

a. Kontrak vyang bersubstansi asas  proporsional adalah- kontrak yang
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meimberikan pengaxkuan terhadap hak, peluang, dan keseinpatan yang sama
kepada para pihak untuk meneniukzn pertukaran yang aail bagi mereka.
Kesamaan bukan dalam arti “‘kesamaan hasil” melainkan pada pnosisi para
pihak yang mengandaikan “kesetaraan kedudukan dan hak (equitacility)”

{prinsig k=2samaan hak/kesetaraan hak);
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AAgus Yucha Hernoko,Op.Cit., hlm, 71
“ibid., him.73
Bibid., hlm.74
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kebebasan para pihak untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa
yang tidak adil (prinsip kebeoasany,

¢. Kontrale yang bersubstansi-asss proporsional adalah kontrak yang mampu
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menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban
secara proporsionai bagi para pihak. Ferlu digarisbawahi banwa keadilan

tidak selalu herarti:.semua crang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam
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jumlah yang sama, dalam konteks .ini dimungkinkan adanya hasil akhir

yang oetbeda. Dalarnhal ini maka prinsip distribusi-proporsional terhada
P

hal dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang fair.

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada
nilai-nitai kesetaraan, kebebasan, distriousi-proporsional tentunya tdak dapat
dilepaskan dari acas kecermatan, kestayekan den kepaiutan, sehingga asas

proporsionalitas dalam kontrak akan lebih menekankan proporsi pembagian
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hak dan Kewajiban di-antara para pihak yang beriangsung secara leyak dan
paiut.

7. Perianjian.Baku

| REPOSITORY.UB,ACID |

Perjanjian baku atau standar kontrak merupakan kKontrak yang telah

dibalukan oleh salah satu pinek, terutama ekonomii kuat, sementara pihak

lainnya tinggal menerima substansi kontrak tarsebut, 24

%45alim H.S., Erlies Septiana Nurbani, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,
(Jekarta: SinarGrafika, 2014}, him 3
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25

NMiunir Fuacy mengartikan kontrak baku adalah:®

“suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satii pihak
kontrak . tersebut, bahkan sering kali  tersebut ~sudah dicetak
(boilerplate) dalam bentuk formuiir-formulir tertentu oleh salah satu
pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani pada
umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu
saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam kiatisui-kisusuinya,
dimana  pihak lain ~calam kontrak - tersebut  tidak - mempunyai
kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau
mengubah Klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak
tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sepelan. Pihak
yang kepadanya discacrkan kontrak baku tersecut tidak mempunyai
kesempatan untik bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “‘take it
or leave it Dengan demikisn oieh hukum diragukan apaksh benar
—henar ada elemen kata sepakat vang merupakan syarat sahnya
kontrak dalam kontrak tersebut, Karena itu pula, untuk membatalkan
suatu kontrak oaku, sebab kontrak baku an sich adalah netral”
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Sutan Remy Sahdeini juga memberikan pengertian tentaing peijanjian

baku, yaitu:?8

“perianjian yang hampir seluruh kiausul-klausui vang dibakukan
oieh pemakairya dan pihak fainnya paca dasarnya tidgak mermpunyai
peluang untuxk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum
dihekukan hanyalah teheraga hal saiz, misalnya menyzngkut jenis,
harga, iumiah, warna, tempat, waktu dan beberapa ha! lainnya yang
spesifik dari objek yana. dinerjanjikan. Dengan kata lzin yang
dibakukan - bukan formuiir perjanjian tersebut tetapi - Kklausul-
Kiausulnya. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang dibuat dengan akta
notaris, bila dibuat oich notaris dengan kiausul-kiausut yang hanya
mengambil alih saja kKlausul-klausul vang telah dibakikan oleh salah
catu pihak, sedangkan pihak yang lain tidek mempunyai peluang
untuk merundingkan-atau meminta, perubahan atas klausul-klausul
itu, maka perjanjian vang dibuat oleh akta notaries itu pun adalah
juga perjanjian baku”
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Sipid, him.99
“®ibid, him.100
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B lain:?’

> . . . . .

< 1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak vyang posisi
V) —
< rap— -G i
E ; (ekcriominya) kuat;
5(
2m 2.+ Magyarakat - (debitur) - sama - sekali- tidak ikut - bersama-sama
2
S Va | IRE

menentukan Isi perjanjian;
3. Terdorong cieh kKebutuharnya aebitui terpaksa menerima psrjanjian

ity;

]

'3 4. . Bentuk tertentu (tertulis);

|2

| & - . ) . -
|2 5. Dipersiapkan secara missal dari kolektit,
|8

o

Perjanjian “baku dituangkan puia dalam bentuk kiausui -baku.
Berdzsarkan Pasel 1 angka 10 Undang-UndangNoimor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (seianjutnya disebut JUPK), klausi! baku adalah:

“setiap - aturan - atau - Ketentuan - dan - syarat-syarat vang  telah
dipersiapkan. dan ditetapkan terlebih- dahulu secara sepihak. oleh
pelaku usaha vang diatuangkan da'am suatu dokumen dan/atau
perjanjian yang menaikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”
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l.andasan yiiridis perjanjian haku dapat dilihat dari:

(SN

Pasal 18 avat (1) UUPK yang menetapkan bahwa:
Pelaku usaha dalam menawarkan barangdan/atau jasa vang
ditujukan untuk dilarang membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokuimen dan/atau perjanjian:

a. ‘Menyatakan pengalinan tanggung jawab pelaku usaha;
b -Menyatakan balwia pelaku usaha berhak menslak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen;

| REPOSITORY.UB.ACID |
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(@)

Mienyatakan banwa pelaku usaha berhak mencilak penyeruhan

u ang yang dicayarkan aias barang atau jasa vang dikeii oleh
konsumen;

d. Menyatakan semberian kuasa dari konsumen: kepada pelaku
usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tinoakan sepihak yang berkaitan dengan
barang yang dibeli secara angsuran;

e, Mengatur peiihal  pernbuktian etzs hilangnya kegunaan
barang atau pemantaatan jasa yang dibeli lonsumen:
Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta
kekayaan konsumen yang menjadi obyek jua! beli jasa;

. IMenyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan
tanjutan yang cibuat sepihiak olzh pelakt usana dalam amsa
konsumen mernanfaatkan jasa yang aibelinya;

h. Menyatakan hahwa konsumen member kuasa kepada pelaku

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau

hakjaminan terhadap barang yang dibeil konsumen secara
angsuran.

=h
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2. Pacdle sektor -~ perbankan, Otoritas '« Jzsa Keuangan =~ (QJK)
mengeluarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Korisumen  Sekior Jase Keuangan, yang melaiang odank untuk
memoeriakukan perjaniian baku yang memeratkan nasabah dsn bank

wajith _memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewaiaran dalam
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pembuatan petjanjian dengar urmen.®

| REPOSITORY.UB.ACID |

28Pasal 21 dan, Pasal 22 POJK Nomor. 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118 dan Tambahan Leinbaran
Negara Republik indonesia Nemor 5431
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BAB il

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Pembebasan Tanggung Jawab Bank Pada Perjanjian

9
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Kerjasarna dengan Asas Proporsionalitas

Kesesualan pembebasan tanggung jawab hank yano dimaksudkan dalam

pempahasan int adalan pernbebasan tanggung jawab bank dengan agen dalam

REPOSITORY,UB.AC.D |

perianjian - kerjasamz pada sistem- branchless banking yang berdasar asas

proporsionalitas. Sistem branchless banking hadir karena  perkeimbangan

teknolegi “informasi yang telah menggeser paradigma kebutuhan fayanan
perbankan oleh nasshah. Demi alasan Keprakiisan dan keterbatasan waktu,
nasabah menuntut bank agar dapat menyediakan beragam titik kontak vang
memudahkan nasabah dalam oernubungan dengan bank. Acanya automatic

tefler machine (ATM), naint of sales (POS) device/ electrorio data capture
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(EDC), phone banking, internet banking dan mabile banking. telah. semakin
akrab  digunakan. Pengguna aan - jurnian transaksi melaiui e-chianngi ini

bertumbuh: sangat pesat. Pertumbuhan ini cidukung puta dengan semakin

murahnya akses jaringan komunikasi data. Pesatnya perkembangan informasi

elektionik ini-dijadikan sebagai dasar pertimoangan pembentukan Undang-
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Undang Nemcr 11 Tehun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleictronik atau

dapat disingkat UU ITE.
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LU ITE pada intinya mengatur mengenai keabsahar informasi/ dokumen
elektronik sebagai alat bukti aktivitas yang menggunakan sistem elektronik.
Keberadaan- UU ini sebenarnya  dapat meningkatkan keamanan dan

kenyamanan nasabah - caat melakukan kepietan perbankan melalui sistem
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elektronik yang disediakan bank. Ada beberapa alasannya. Pertama, UU ITE
menegaskan bahwa bank, sebagai- pihak  yang menyeienggarakan- sisiem

elektronik dalam memfasilitas) pelayanan jasa bank via Internst (e-banking),
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bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami nasabah

berkaitan “dengan pernanfaatan fayanan yang disediakarinya. Namun, jika

kerugian disebebkan olsh force majeur atau kesalahan dan kelalaian nasabah,
maka bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, Kedua, UU ITE
mengharuskan varik urituk menyeienggarakan sistern elektronik yang andai dan
aman, serta bertanggung jawab ternadap operasional sistem etektroniknya.

Bank juga wajib mengoperasikan sistem elektronik yana memenuhi persyaratan
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minimum sebagairnana diatur dalarn UU ITE. Ketiga, daiarin UU ITE, ada
pengakusn terhadap kontrak elekironik, vaitu perjanjian yang dibuat meialui

sistem elektronik. LLaporan transaksi perbankan via e-mail, vang menunjukkan

| REPOSITORY.UB,ACID |

ananya penawaran dan persetujuan yang melibatkan nasabah, dapat juga

dianggap sshegai kontrak elektronik Keempat, UL ITE menegaskan bahwa

informasi elekironik dan/atau- dokumen. elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti nukum yang sah. Jika hasabah menggunakan e-panking

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




65

[ reposiTORY.UBACID |

untuk transakst perbarkannya, meka faporan mutast rekening miliknya pada
sistem afektronik yana disedialkan bank dan hasti cetaknya dapat meniadi alat
bukti yang sah. Kelima, UU ITE mengatur lebih jelas. mengenai kejahatan
terhadap sisterm informast, sehingga memudankan aparat penegak hukum untuk

manindaklanjutinya

BRAWIJAYA
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Pada tahun 2013 Bank Indonesia menyiapkan kebijakan dan peraturan
kegiatan cperasicnai branchless banking aau konsep pervankan tanpa cabang

melalui t2knologi informasi ateupun kerjssame dengan incustri fain dengan
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maksud - untuk meningkatkan akses masyarakat yang selama ini belum

terjangkau lembaga keuangan. Dua otoritas keuarigan, Bl dan OJK sama-sama

mzngatur mengenal branchless hanking ini. Namun, keduanys memiliki ruang
lingkup yang berbeda serta memetakan persyaratan yang berbeda puia terkait
Bank yang diperbolehkan berpartisipasi. Biranchiess Bariking menurut Bank
'ndonesia adaleh altivitas layanen sistern pembavaran dan perbankan ierbatas

melalui unit perantara layanan keuangan yang selanjutnya disebut dengan Unit
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Perantaia Layanan Keuangan (UPLK). Uji coba Branchless Bainking diperiuas
mznjact ivichiie Payment Services telah diiaksanzkan gada buian Mzi hingga
November 2013 dengan melibatkan. lima  bank dan dua perusahaan
telekomunikasi. Diharapkan hal tersebut rnampu rnenjadi batu lonceatan bagi

penyeienggarean jasa perbankan bagi kalangan masyarakst vang selama ini
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kesulitan. mengakses lokasi kantor. cabang  Bank tferdekat. Aktivitas,  ini
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S

< dilakukan berdasarkan PBI No.16/8/PB1/2014 tentang Uang Elektronik, karena
V)
< rap—
E ; dalam proyek uji coba aktivitas jasa sistern pembayaran dan perbankan terbatas
o
§ é malatui UPLK, Khususnya mode! hvbrid, menggunakan slectronic monsy atau
2
S

selanjutnya dikenal dengan e-money.
Semientara itu, pengawasan terhadap perbankan dialibikan ke Ctoritas Jasa

Keuangan {OJK) yang pada bulan Novernber 2014 meritis dua putuh peraturan
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baru dan. peraturan yang telah direvisi. Salah satunya mengenai Branchless

Banking tetapi dengan istilahnya sendiri, yaitu Laku Paridai yang rnerupakan

akronim dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dzlam Rangka Keuangan
Inklusif. Hal ini dilakukan sebagai program penyediaan layanan perbankan
dari/atau layanan keuangan lainnya meiaiui kerjasarna dengan pihak iain {Agen

Bank) dan didukung derngan penggunaan sarana teknoicgi informasi dan

merupakan hentuk komitmen untuk menvediakan akses mendapatkan layanan
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perbankan dain keuangan lainnya dalam  rangka mencanaingkan program

Pemerintah Ingonesia mengenai Strategi Nasiona!l Keuangan inkiusif (SNKI)
vang sudah dirilis pada bulan Juni 2012.
Ada tiga macarn produk spesifik yang disediakan yaitu tabungan dengan

QAN

karakieristik Basic Saving Account (BSA), pembiayaan mikio dan asuransi
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mikro. QJK mengatur layanan perbankan dasar seperti menerima simpanan dan
menyaiurkan kredit dengan berdasarkan POJK No.19/POJK.03/2014 ieniang

[Layanan Kzugngan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan inklusif (Laku
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Pandai}. Meski demikian, keduenya saima-sama mengatur -keterlibaian. Agen
dalam pengembangan Branchless Banking.
Dalam bisnis ~kornersial, - lermbaga - perantara - dimaknai = sebagai

penghubung antara  nrinsipal/pengusaha/produsen/pemilik. produk dengan
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pihak Kketiga berkaitan transaksi bisnis tersebut. Dalam kondisi tertentu, ada
perantara yang melakukan tugasnya schagai pemberi jasa yang sifatnya tidak

tetap dan ticak terikat terus-menerus dengan perusahaan hanya untuk jangka
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waktu tertentu saja, namun ada juga vang sifatnya tetap sebagai pekerja dalam

Suatu perusahaan sehiingga terikat dengan koritrak kerja dengan perusatiaaan.

Sehubungan cengan itu, perartara dapst dibedaken menjadi cua jenis, vaitu
perantara di dalam perusahaan. dan perantara di luar perusahaan?® yaitu: 1)
Perantaia di daiam perusahaan, dan 2) Perantara di luar perusanaai. Pada jenis
perantara di dalam perusatiaan hubungarn hukum timbul berdasarkan parjanjian

perburuhan vang diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata, vaitu para pekeria atau
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karyawan suatu perusahiaan seperti pelayan toko, Kasir, rmanajer, piinpinan
perusahzan, saies/marksting, dan lain sebagainya Kedudukan prinsipal tebih
tinggi. dari perantara karena merupakan majikan sebagai pemberi- perintah
sedangkai perantara sebagal pekeija, Karyawan atau burun yang aiperintah

sehinggs hubuingannya bersifat tetap dan suborcinasi. Secangkan pads jenis
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“H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan Dasar Hukum
Dagang),( Jakarta: Djambatan, 1935) him.43-45
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dan pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata, seperti
makelar, komisicner, ckspeditur {tiga perantara tersebut diatur dalam WvK/

\Wethoek van Koophandel !ndonesia), agen perusahaan, notaris, nengacara dan
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lain-lain.?

Dalam. perkemhangannya, Agen branchless banking dapat. dikatagorikan

sebagal perantara diluar perusahaan karena mewakilli perusahaan / prinsipal /-pihak
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ketiga serta penyimpan dana tersebut catam bantuic gire, tabungan ataupun depssito

sesuai perintah tengusaha/orinsipal seiaku nasabah bank. Dalam hal ini agen sebagai

perantara bertindak dalam «apasitasnya sebagai ‘perorangan / badan usaha yang
meampunyai kegiatan usaha datam lalu iintas pembayaren yang menunjang kebutihan
transeksi perbankan. Dalam ketentuan The Civil Code Netherlands in Article 7:428

menyebutkan:®
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“An ageni must be an independent intermediary. There is no employee-
empleyer relaticnshic between him and his principal. The agent does not act
in- his ewn name, but in the name, to the expense and at the risk of his
principal. There must be a steady relationship between principal and agent;
incidental mediation is not enough to constitute an agency contract’”

2 C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokek-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him.44, menyebutkan bahwa perantara yang bekerja diiuar lingkungan
perusanaan,

seperti : agen perniagaan (commercial agent), makelar (broker), komisioner (facter): nengusaha bank.

3 Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema, Contract Law In the Netherlands, (the Neitherlands:
IKluwer Law Intarnational, 1985) hlir.. 154,

| REPOSITORY.UB.ACID |
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Jadi- agen merupakan - individu atau suatu badan usaha independsn yang mewakili

perusahaan lainnya/prinsipai sebagai perantara dalam melakukan kegiatan bisnis,
misalnya menjual suatu produk, untuk den atas riama prinsipal Kepada pihek ketiga

dalam wilayah pemasaran tertentu, sehingga sntara agen can prinsigal mempunyai

<
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hubungan yana kuat tidak berdasarkan hubungan kerja tetapi berdasarkan perianjian.
Pasal 22 ayat 1 {0) POJK No0.13/POJK.03/2014 menyebutkan bahiwa dalam

melakukan keriasame dengsn-Agen, Benk penyelenggara wajilk meriliki perjanijian
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kerjasama secara tertulis dengan Agen. Perjaniian Keriasama tertulis tersebut dibentuk

dalam - perjanjian baxu antara bank aengan agen ‘yarng mencantuimkar Klausula

eiksonerasi yeng merupakan suatu persuaten yang tidak memenuhi rasa keaditan dan

a.-Bentuk bahwa tanggung jawab untuk akibat hukum karena tidak atau

= tidak sesuai dengan asas proporsionalitas (asas keseimbangan). Engels memaparkan
-

E bahwa pada urnuimnya Syarat eksonerasi dituarigkan daiam tiga macani bentuk yuridis,
B yaitu:*

o

(a 8]

UNIVERSITAS

Kurang baik memenuni — Kewajibain-kewajiban, dikurangi - atau
dihapuskan (misafnya ganti kerugian daiam hal ingkar janji);

b.. Bentuk bahwa kewajiban-kewajiban sendiri yang hiasanya dibebankan

| REPOSITORY.UB,ACID |

pada pinak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dinapuskan

(misainya periuasan pengerian keadaan carurat);

4H.P. Pangggabean, Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan,
(Bandung: Alumni, 2C12), hlm.85
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Eentuk — bahwa kewsgjiban-kewajiban — dicipta — (syarai-syarat

(@)

pembebasan = vrijwarings hedingen); salah satu -pihak. dibebankan
dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak lain yang
mungkin ada untuk kerugian yang diacrita cieh pihak ketiga.

Asas proporsionalitas dalem suatu perianjian disrtikan sebagai asas yang
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mendasari_pertukaran hak dan. kewailiban para pihak sesuat porsinya atau
bagiannya. Asas proporsionailias- tidak mempermasalahkan - keseimbangan

(kesamaan) hasil, namun: lebih -menekankan proporsi pembagian hak dan
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kewajiban diantara para pihak. Keadilan dalam herkontrak lebih termanifestasi

apabila pertukaran kepentingan para pinak terdistribusi sesuai aengan hak dan

kewajibanya secara propersional. Keadilan tidsk selalu berarti semuz orang
harus selalu mendapat sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa memperhatikan
perbedaan-peroedaan yang secara obyektif ada pada setiap inaividu aiau para
pihak dalam pzrjaniian.

Ketidakseimbangan dalam_ klausula perjanjian baku yang dibuat oleh
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barik yang nerkedudukari iebih kuat, sering kali nilal keadiian galam peijanjian
tersebut  cliabaikan  karena tank debit menonjoikan hak-halknya dan
menekankan kewajiban agen. Dalam hal yang demikian, nampak hahwa unsur
keadilan ~khususnya — keadilan distribut!f yang ineiighendaki adanya

keseimbangen sniare kepentingan-kepentingan setiap orang sehingga setiap
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orang tersebut mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya sesuai jasa atau
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kemampuannye sebagaimana pendapat Aristotzles, sehagai tujuan hukum tidak

dipertimbangkan dalam penyusunan klausula dan pelaksanaan perjanjian baku
tersebut.

Hubungan hukum antara. bank dengan egen datam sistem branchless
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banking didasarkan pada sebuah perjanjian. yaitu perjaniian kerjasama.
Perjanjian dalarn hal ini adalah suatu peristiwa antara seseorang berjanii xepada

orang iain untuk melaksanakan sesuatu. Akibat hukum dari perjaniian tersebut
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adalah para pihak yaitu agen dan bank mempunyai hak dan kewajiban. Apabila

ada pihak ketiga/ nasabah dalam hal ini merasa dirugikan terhadap iayanan

perbankan branchless banking maka tidak serts merta saiah satu pinak yang

kuat / bank melepaskan tanggung jawab dan hanya menuntut pihak agen untuk
bertanggung jawab.
Pacda hukum perjaniian di indonesia menganut tertang asas kebebssan

berkontrak vang mana nembatasan tanagung jawab oleh salah satu pihak dalam
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perjanjian tidak senarusnya dilakukan. Berdasarkan teori keaailan distributif
yang menurul asas proporsionaliias - rnenyatekan suaty kondisi seimbang

menuniuk pada makna suatu keadaan pembagian beban pada kedua sisi harus

| REPOSITORY.UB,ACID |

pula daiam keadaan yang seimbaig. Hak dan kewajiban pada salah sawu pihak

(pihiak yarg lenin kuat) tidak szharusnya menjadi priorites atau hol yang tebih

enting dengan hak dan kewajiban pihak lain. L.arangan pencatuman klausula
a g J p 9an |

eksonerasi yang berupaya membebaskan atau membatasi tanggung jawar salah
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satu pihekterhadap gugatan pihak lain-maka kedudukan antara para pihak tidak
lagi setara sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan

berkontrak dalam nukum perjanjian indonesia meliputi ruang hingkup, yaitu:

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
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.

=<

(shebasan untuk memiiik pihak siapa ia ingin membuai perjaniian;
c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causz dari perianjian yang

akan dibuatnya,;
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d.  Kebebasan untuk menentukan chyek perjanjian;

D

Kzhebasan untuk menentukan bentuk perjaniian;

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi Ketentuan -undang-
undang yang bersifat peiengkap (aanvullend recht).
Agen sebagai pihak yang tidak mempunyai posisi tawar dalam. parjanjian

hanya memiiiki kebebasan dalam il :
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1) ‘Kebebasan untuk mambuat atau tidak membuat perjanjiar, dan
2) Kehehasan untuk - memilih- pihak siapa ia ingin. membuat

perjanjian.

Menurut Hlerlien Budiono®, terdapat tiga aspek yang saling berkaitan

sebagat penguit berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan, yakni;

~
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> Agus Yudha Herrioko, Op.Cit, . him, 95-96.
® Herlien Boediono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum Perjanjian
Beriandaskan Asas-Asas Wigati Indenesia, (Bandung; Citra Aditya Bakii, 2006}, hlm.334
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&, Perbuatannya sendiri atau perilaku individual:
b. . Isi kontrak dan
C. Pelaksanaan dari apa yang telah disepakaii.

Secara hukum walaupur; dilerang mencemtumkan klausula eksonerasi
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dalam suatu perjanjian, prakteknya dalam perjanjian baku khususnya perjanjian
kerjasama bank dengan agen dalami sistem branchiess banking ditemukan

pencatuman klausula eksenerast yano bersifat baiku dan rengunitungkan salah
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satu pihak, dalam hal ini adalah pihak bank sebagai pihak yang memiliki posisi

tawar (bargaining position) yang Kual daiam seouah perjanjian. Tercanwum

dslam szlah satu klausul perjanjian kerjesama bank dengan agen dalam sistem
branchless banking vaitu;

e Pihak Pertama (daiam hai ini adaiah Bank) terbebas dari adanya
tuntutan apapun dart Pitiak Kedua (Agen) dan/atau pinak-falnnya
yang imerasa dirugikan atas pekerjaan yang diserchkan Pihak
Kedua kepada pihak ketiga dengan br-n'a yang yang dibebankan
kepada pihak ketiga.
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e Segala kerugian varig timbul akibat kecurangan yang terjadi
rmenjadi tanggung javiab sepenuhiya oien agen.

Berdasarian hukum: percata, pertanggung jawaban terdiri dari unsur
kesalahan dan- resiko, yang biasa disebut liability without based on fault
(tangguing jawab karena adanya Kesaiahan) seningga mengakioatkan Kerugian

pede pihak iain atau orang lain, diability without fault {tanggung jawab tanpa
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ada kesalahan) yang hiasa disebut dengan strict liability (tanagung jawab
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mutiak atau resiko) adalan bahwa sesecrang harus ocrianggung jawab atas

segala resike yang terjadi sehubungan dengan usaha yang ditakukannya.
Bank sebagai prinsipal yang memberi kewenangan pada agen dalam hal
pengalihan —sebagian “pekerjaan layanan perbankan tidak -menghiiangkan

tanggung iawab hukum dalam. mzemberikan perlincuncan terhacdap hak dan
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kepentingan nasabah. Dalam pelaksanaan kegiatan layanan perbankan yang
dialinkan “sebagiar kepada agen memiliki risiko yang tinggi. Beberapa

diantaranya acalah:

Tabel 2. Risiko Agen

No. Jenis Risiko Jenis Kejadian

Pembukaan rekening fiktif

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

LYViig ansaksi yang tidak diakui nasabat
1 Operasionai Transaksi yang tidak diakui nasabah
Kesalahan input oleh agen

Jumilan agen yang tidak tercapai

2. Strateqis Target transaksi agen yang fidak tercapai
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Low active customer

Menginformasikan / Penyalahgunaan data
nasabah

Jukum
Adariya tuntutan agen frauc
Maney. Laundering

4. Likuiditas Ageri tidak dapat rnelayani penarikan

Agen tidak dapat melayani setoran

| REPOSITORY.UB.ACID |
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Adanya tuntutan dari nasabah terkait dengan risiko yang dapat terjadi
dikemudian hari maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Unaang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 tentang Perbankan

terutama pada pasal 22 ayat (4) menyebutkan :
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“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi
mengenal kemungkinan timbulnya  risiko kerugian sehubungan
dengan transaksi nasabair yang dilakukan meclatui bank™

sedangkan dalam paraturan Otaritas Jasa Keugngan Nomor L/POJK 07/2013
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tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terutama pada pasal 4

ayat (1) dan (2) menentukan bahwa:

Ayat (1) : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau
menyampaikan informasi inengenal produk danfatau layanan. yang
akurat, jujur, jeias, dan tida< menyesatkan’.

Ayat (2) : “Informasi sebagaimana dimeksud pada avai (1) dituangkan
dalam dokumen atau sarana lain vang dapat digunakan sebagai alat
bukti”.

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

Nasabah sebagal penyirnoan dana harus mendapat parlindungar hukum
serta terfamin data dan simpanannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Noimor 10 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Undang-Uhdang
Nomaor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Nasahah memiliki nak-hak yang

harus dipsnuhi, antara lain:’
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" Mehesa Jati Kusuma, Hukur Perlirndungan Nasabah, (Bandung; Nusa Media, 2012), ilin.25
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&, Nasabeh harhak mendapetkan perlindungan atas tabungan atau
rekening yang disimgan pada suatu Bank. Hal ini berdasarkan Pasal
29 ayat (3) UU Perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
b. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan
kemungkinan = terjadinya - risiko' kerugian— sehubungan  “dengan
transaksi nzsabah yang dilakukan malalui Bank. Hal int berdaserkan
Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan
Nasahah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening
vang hilang atau dicuri dari Bank pemegang hak simpanan. Selain itu
juga perlindungan hukum yang diterima nasabah penyimpan dana
te.hao.ap segala risiko Kerugian yang timbul dari suatu kebijacanaan
ztau - timiul r] ri kegwiaﬂ uszha yang dilakukan cleti Bank. Hat ini
berdasarkan Keputusan Presiden R1 No. 26 Tahun 1998 zen-.ang
Jaminan terhadao Kewajiban Bank Umum.®

K
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Pembinaan dan pengawasari bank meiupakan suatu Ketentuan daiam UU

Perbankan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap bank yang

bersangkutan dan nasabah penvimpan dana; karena itu iika terjadi pelanggaran
kewajiban bank yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur prinsip kehati-
hatian, pembinaan dan pengawasan ini, bank dikenai sanisi adrninistratit sesuai

dengan Pasal 52 LIU Perbankai vang berupa taguran tertulis, dan pelangoaran
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itu dapat diperhitungkan dengan komponen tingkat kesehatan bank, bahkan
bank dapat cikerikan sanksi pencabutan izin usaha.
Tanggung- jawab -bank: yvang- diberikan oleh WU 10/1998 adalah

dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut dalam Pasal

| REPOSITORY.UB,ACID |

37 Bayat (1) dan(2) UL 10/1998 yaitu

(1) setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada
bank yang bersangkutan.
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(2) Urwk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibentuk !_embaga P2niamin Simpanan.

Di sarnping dengan UU- Perbankan, tanggung jawad bank dalam

malindungi nasabah/konsumen secara umum juca dapat ditemukan dalam Pasal
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7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
("UU 8/1999"). Berlakunya UU 3/1995 ini memberikan Konsekuensi 1ogis

terhadad peleyanan jasa perbenkan. Pelaku wusaha-jasa perbankan oleh
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karenanya dituntut untuk:

1. beritikad baik dalaim melakukan kegiatan usananya;

2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau iasa serta memberi_ penjelasan pengaunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;

3. memperlakukan stau melayani konsumen secara benar gdan jujur serta tidak

diskriminatif;
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4. menjaimin - muiu  barang dan/atau Jasa yang dipioduksi dah/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standzr mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

5. memberi kesemnpatan kepada konsurmen uniuk menguji, dai/atau mencoba

tarang dan/atau jaca tertentu seria mermberi jaminan dan/aiau garansi atas
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barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
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6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pernakaian dan pemanfaatan barang. dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

=~

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau- penggantian apabila barang
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dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan fidak sesua! dengan
perjanjian

Sehingga dengan berdasar pada teori perlindungan hukum adanya
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pelanggaran terkait dengan rahasia bank yang timbul karena layanan branchless

banking harus rrienjadi tanggung jewab kedua ielah pihak.

Agen Branchless Banking memiliki wawenang vang ocerbeda dengan
kewenangan agen dari perjanjian keagenan. Dalam perianjian keagenan, agen
dioerikan wewenang clen prinsipal untuk melakukan  perbuatan nukum
termasuk melekukan perikatan dengan pinak ketigz demi kepentingan prinsipal.

Agen dalam hal ini tidak bertindak sebagai pihak di dalam perianjtan vang
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diouat antara piinsipal dengan pinek ketiga. Konsekuernisinya, agen tidak dapat
divebani tsnggung jawab hukumatas timbuinve kerugian ihsk  Ketiga
sepanjang agen telah melaksanakan kewenangan sebagaimana.diberikan oleh
prinsipal.® Sernentara itu agen Branchiess Banking memiliki wewenang serta

hak dan kewajitan vang berbeda dan icsbih |uas sebagaimana diatur oleh

| REPOSITORY.UB.ACID |

peraturan perupdang-undangan dan perjanjian antara setiap Agen dengan

 Ridwan Khairandy, Pokek-Pokok Hukum Dagang Indonesia; Loc
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masing-masing bank penyelenggara yano dibuat oleh bank berbeds dengan
bank penyelenggara yang lain.
Hak dan kewajiban para pihak ocaik yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan maupun yang hersumber dari perjaniian menimbutkan
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adanya konsekuensi hukum.'® . Dalam hukum perdata Indonesia mengenal
istiiah agen sebagal pihak yang memiliki hubungan hukum dengan prinsipal

berdasarkan suatu  kontrak Kkeagenan.  Prinsipal -merupakan pihak yang
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memberikan kewenangan kepada pihak lain (perantara) urtuk melakukan

perbuatan nukum tertentu. Selaku prinsipal, bank memberikan Kewenangan

kepada sger untuk melakukan perbustan hukum guna kepentingan prinsipal
Agen dalam keperantaraan bisnis secara riil tidak menjadi pihak di dalam suatu
perikatan yang teijadi aritara prinsipal dengan pihak Ketiga *2 sehingga dalam
konteks terseout agen tidak -memilikic tanagung jawab - hukum  terhadap

perikatan yvang terjadi antara prinsipal dengan pihak ketiga. Hal ini berbeda
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denigan keaudukan agen dalam sistem branchless bankiing yang maria ager itu
senciri- mempunyai ceranan yang lebin luas dalam melakukan kertagai
tindakan hukum dalam layanan perbankan. Ha! itulah juga yang. membuat agen

dalam sistern branchiess banking tertanggung jawab untuk meiaksanakan

| REPOSITORY.UB.ACID |

1® Ridwan Khairandy, Hukum i<entrak Indonesie Dalam Perspektif Parbandingan (Bagian Pertama),
(Yogyakarta: FH Ul Press), him.17

ibid

2 |bid
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wajiben - berdasarkan - ketentuan - hukum - yang - berlaku  bagi
penyelenggaraan kegiatan perbankan.
Kepercayaari dari nasabah pada ‘agen dan bank akan turut serta

maningkatkan dan memaiukan. sektor perkeromian dalam sistem keuangan
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inklusif. Oleh karena itu peran dan tanggung jawab bank penyelenggara
terhadap agen aan riasabah dalam perjanjian kerjasaima tidak dapat dihilangkan.

Datam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata mencatumkan dalam

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pasal 1365;

“YTiap perbuatan yang imelanggar hukum daan menmbawa kerugian
kepada crang tain,mewajiokan crang yeng menimbul<an kerugiar itu
karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Dan dalam Pasal 1366;

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang
disebabkan perbuatan-perbuatan,melainkan juga atas kerugian yang

disebabkan kelalaian atau kesernbronoannya”

Pasal 13867;
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“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas Kerugian- yang
disebabkan perbuatannya sendiri, rmelainkan juga atas «erugiarn yang
disebankan  perbuatan-peribuztan  orang-orang - vang  menjadi
tanggungannya atau disebabkan barang-harang yang berada di bawah
pengawasannya’

Daiain pasai-pasal terseout diatas aapat aisimpuikan bahwa perbuatan yang

dilakukan secara sengaja ataupun iidak menjadi tanggung jawab pelaku dan
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penanggung, maka apabila terjadi terbukanya rahasia bank atas data nasabah

pernyimpan dan simpanan yang bertanggung jawab adaiali agen dan bank
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penyelenggara.. Ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk meminta
pertanggung jawaban “bank bersama-sarma dengan agen untuk bertanggung

jaweab apabila teriadi terbukanya aata riasabah penyimpan - dah simpanannya
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sehingga nantinya akan tercapai kepastian hukum bagi para pihak.
Ferjanjian Kerjasama bank dengan agen dalam  sistem branchless

banking vang sudah dalam perjanjian baku mengakibatkan kedudukan kedua

REPOSITORY,UB.AC.D |

belah pihak menjadi tidak seimbang. Kedudukan bank yang membuat

erjanjian menjadi lebih unggul dibanding pihak agen. Pencantuman kiausula
j

pemgebasan tanggung jawab ban'< marupakan pembstesar  terhadap asas
kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu
pinak yangy posisinya reiatif leoin Kuat, sehingga kiausuia-Kiausula dalam

parjanjian heku hanva ditentukan oieh pinak bank tanpa melibatkan pihak agen

sehingga memungkinkan pihak bank dengan leluasa menyalahgunakan keadaan
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ini.

kerjasama bank dengan agen dalam sistem branchless banking ftidak sesuai
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dengan asas proporsionalitas. Menurut Peter Mahimud Marzuki, dalam suatu

perjanjian kesamaan para pihak fidak parmah ada dan szhaiikinya, para pihak

vang masuk ke dalam kontrak herada dalam keadaan yang tidak sama, akan
tetapi Ketidaksamaan tersebut tidak “boieh dimantaatkan oieh pihak yang

dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak
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lain, dzlam- situasi inilah asas proporsionelitas bermakns eaitability. Apabila
suatu perjanjian kerjasama telah berdasarkan asas proporsionalitas maka akan
terpenuhi rasa adii dan tidak berat sebelah antara para pihak. Adapun manfaat

sebuah perianjian apahila dibuat beraasar pada asas propaorsiorclitas:
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I. . Dalam tahap pra perjanjian, asas proporsionalitas dapat mernbuka
peluang negosiasi bagi para pihak untuk meiakukan pertukaran hak

dan kewajiban secera fair

A
'3 Il. . Dalam pembentukan perianiian, asas proporsional dapat menjamin
|2

| & : ‘ ,

|2 Kesetaraan haxk serta - kebebasan - dalam - meneritukan/rriengatur
ad oroporsi hak dan kewaiiban para pibal beriangsung secara fair

I11. . Dalam pelaksanaan perianjian, = asas proporsicnal menjamin
tervwujudnya distribusi petukaran hak aan kewajiban -menurut
proporsi yang disepakati/dibzbankan paca paia pihak.

Dalam hal terjadi kegaga'an dalam pelaksanaan perianjian, maka harus
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dintlai secara proporsional apakai kegagalari tersebut oversitat tundamental
sehinggz mengganggu peleksanaan sebagian besar ikentrak atau sekedar hai-hal
vang sederhana/kesalahan kectt. (minor important). Bahkan dalam hal terjadi

sengketa peijaijian, asas proporsionaiitas menentukan baiwa proporsi beban

pemouktian kepada para pihak narus oibagi menurut pertimbangan yeng adil.

| REPOSITORY.UB.ACID |
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B. Kewajiban Pembuatan Perjanjian Kerjasama Antara Bank dengan Agen

Menjadi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Pembuatan Kontrak

Hubungan hisnis. dengan menggunakan. kontrak. agency. antara agen

dengan prinsipal terjadi dengan mana agen menawarkan prodauk milik prinsipal
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kzpada para pembali, menawarkan sampei-sampei produk dan mencari pembeli
potensiat 12 Pikak agen selanjutinva akan menerima prestasi beruna komisi dari

hasil penjuaian produk milik prinsipal dan jumiah komisi tersebut berganiung

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pade persentase fertentu dari produk yang terjual. Adapun karakieristik dari

kontrak agency adalah sebagai berikut: 14

a. Agerni tidek ‘bartanggung jawsh secara hukum fangsung kepada pembeli
tetapi vang bertanagung jawab adalah pihak prinsipal;

b, Seringxali agen dibatasi pada teritori tertentu,

(]
S

Jangie waktu kontrak agen relatif singkat
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d. Titel kepemilikan terhadap produk berpindah langsung dari-pihak prinispal
Kepada pinak pemieli;
e Merk dan logo tidak disedigkan oletiegen

Pada prakteknya perjanjian keriasama bank dengan agen dalam sistem
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brancniess banking adalah berupa peijanjian baku. Dengan adanya praktek

13 Munir Fuady, Hukum Kenfrak (dari sudut pandang hukum bisnis), (Bandung; PT.Citra Aditya Bakti,
2001), him. 176
“*|bid
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perjanjian-baku ini ada heberapa doktrin hukum kontrek yang potensial untuk
dilangoar, yaitu sebagai berikut;®
& Doktrin kontrak baku an sich, suatu kontrak yang dibuat cleh safah satu

nihak dimana pihak fainnya tidek mempunyai atau terbatas kesempatan
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untuk bernegosiasi terhadap klausul-klausulnya, jika kontrak terseout berat
sebelah, maka kontrak tersebut atau sebagian Kontrax tersebut batal demi

hulkum atau dapst dibatalkan.
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b. Doktrin Kesepakatan Kehendak dari Para Pihak. Karena tidak adanya atau

terbatasnya bagi salah satu pinak untuk menegosiasikan kiausula-kiausula

calarmn kontrak  ‘baku, maka -meskipun pihak - tersebut  akhirnya
menandatangani kontraknya, masih disangsikan apakah isi kontrak tersebut
memaing oenar seperii yang dilnginkannya sehingga disangsikan pula
apakah benar ada kata sepakat daripacdanya,

c.. . Doktrin Ketidakadilan. Doktrin ini mengajarkan bahwa suatu kontrak atau

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

Klausuia aari suatu koritrak harusian dinyatakan batal jika kiausula tersebut
tidak adil bagi sztah catu pihak. Sehingga apakile kenirek tersebut barat
sebelah dan merugikan salah satu pihak maka akan dirasa sangat tidak adil

bagi salah satu pinak tersebut.
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' bid.; hIim.73
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d . Daktrin Perlindunoan -Korsumen. Suatu kcntrak baku yang berst sebelah
Khususnya yang menyangkut aengan orang banyak, sepert! pemberian jasa
perbankan, dalam hal ini diharapkan pihak yang kepadarnya discdorkan

xontrak baku yang berat sebetah, dapat merdspatkan parlindungan hukum
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oleh kaidah-kaidah hukum perlindungan konsumen.

€. Doktrin larangan ternadap ketidakadilan subsiantif. Sering pula dikatakan

bahwa kontrak baku yang isinva sangat berat sebefah merupakan suatu
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kontrak yang tidak adil secara substantif. Karena itu kontrak seperti ini

menjadi sangat tidak iayak.

Perjanjian Kerjasama yang baku antaia bank dengan agen menurut teori
pembuatan kontrak dianggap tidalk sesual khususnya dalam nel kesepakatan
para pihzk, Masih dapat disangsikan kesepakatan antara para pihak tersebut

mengingat perjanjian kerjasama tersebut tidak melalui proses negosiasi dan
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hanya dibuat olah selah satu pihak. Dan menurut teori perjanjian keagenan,
yang memungkinkan para pihak dalam perjanjian mengatur syarat-syarat dan
ketentuan yana mengikat para bihak maka diperlukan adanya tahap negosiasi

dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Tujuan saiah satu pihak (daiam hal ini adalah bank penyelenggara

| REPOSITORY.UB.ACID |

branchiess banking) dalam menggungkan perjarjizn baku tersebut adalah dapat

menahemat waktu dan biaya transaksi dapat dilaksanakan dengan cepat.
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Karena dengan menggunakan perianiian baku tersebut tidak periu terjadi proses
tawar menawar. Selain itu perianjian baku juga digunakan untuk membuat
keseragaman wrhagap pefayanan yang diberikan oieh agen. Dengan adanya

perianjian-baku, maka semua 2gen dapat diperlakuksn dengan sama. Namun
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Jjika dilihat dari kedudukan agen dalam sistem branchless banking vaitu
menggantikan fungsi bark di masyarakat urnum, kKhususnya masyarakat dengan

ekonomi menengah ka bawah harus dapat memberikan integritas dan reputasi

REPOSITORY,UB.AC.D |

seperti halnya bank penyelengcara. Maka dari itu hubungan hukum antara bank

derigan agen yang berdasarkan peda perjanjian kKerjasama harus rmempunyai

kedudukan yang seimbang dan adii berdasarkar asas proporsicnatitas. Namun
hal tersebut sulit terwujud apabila perjanjian keriasama tersebut merupakan
perjanjian baku.

Perjaniian kerjasama bank dengan agen yang dilakukan didasarkan pada

kepercayaan masing-masing pihak. \Walaupun usaha bersama telah berialan dengan
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baik, untuk menghinadari hal-hal yang tioak diinginkan ke deparnya dan juga urituk
menjamin hak ‘masing-masing pihak maica sebalknya dikuatikan secara hukum.

Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi imereka yang imeinbuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalan suatu

asas yang memberikan kebebasan kepada  pinak  untuk meambuat atav tidak
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membuat perianjian, mengadakar perjaniian dengan siapapun, menentukan isi

"

perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, renentukan bentuknya perjanjian
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tersebut-berdasar pada asas proporsicnalitas.

Dalam tahap mempersiapkan sebuah kontrak, ada dua prinsip hukum yang
Narviie i natilzan A 16
narus diperhatikan, yaitu;

a. - Beginselen der contrachtyrijhieid atau party autonomy. dan
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b. Pacta sunt servanda
para pihak cebas meimperjanjikan ape yarig mmereka inginkan dengan syarat tidak

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan Kkesusilaan, dan
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kewajiban pertama ahti hukum. adalah. mengkomunikasikan . kepada Kklien

mengenai apaxkah yarg teiah dirurnuskan tersebut sesuai dengan keinginan klien.

Apabila dikaitkan dengan teori penyusunan kentrak menurut Scoot J.
Burham, kentrak ideal haruslah memiliki karakter berikut:
1. Predictable, artinya muatan materi mengatur kemungkinain-kemungkinan
yang zkan terjadi herkaitan dengan Kontrak yang disusun.

2. Provider, artinya materi muatan mengantisipasi_kemungkinan yang akan
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teijadi.
3. Protect ef law, artinya materi muatan dirancang dan- dianaiisis sehingga

melindungi semua pihak secara proporsional; adil dan beritikad baik .’
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16 Salim, Hukum Kontrak I'eori & Teknik Penvusunan Kontrak,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him.123
RH Wiwcho, Op.Cit,him.381
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Sebelum sebuah kontrak disusun, aca empat hal yang harus diperhatikan
oleh para pihak sebagai berikut;®
I Identifikasi para pihak. Para pihak dalam kontrak harus teridentitikast secara

ielas, ~periu dinerhatikan peraturan - perundang-undangan yang  berkaitan
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terutama tentang kewenangan sebagai pihak dalam kontrak dan apa yang
menjadi dasar kewenangarinya tersebu

I Penelitian awal aspek terkait. Penyusunan kontrak harus menjelaskan hat-hal
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vang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta

alternatif iain yang murigkin dapat ditakukari.

\

Pembuatan Memarandum of Understanding (MOU). Pada hakekatnya MOU

merupakan perjanjian pendahuluan dalam arti _akan diikuti oleh perjanjian
iainnya dan MOU ini dianggap secagai pembuka suatu Kesepaxatari.
iV Nzggesiasi. Sarana bagi para pihek untuk mengadakan kermunikasi dua arah

vang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

paridangan ternadap  suatu nal dan  diiatarbeiakangi oleh
Kesemaan/ietigaksamaan  kepentingan diantara merekz. Negosiasi inl juga
terdiri dari 2 tahapan;

1. Tahap persiapan, yaitu dengai;

a.  Meangusail konsep/rancangar ikontrak bisnis secara komprehensif
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dan rinci;

8'{bid
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b.- Manguasai  pengetahuan  tentang - indsutri - dari - apa - yang

diperjanjikan;

@

Mehgusai peraturan peruncang-uncangan yang mehingkupi apa

yang diperjaniikan;
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d. Mengidentifikasi pein-poin yang herpotensi menjadi masalah dan
rnenadiskusikan solusi kepada para pinak,

2, Tahap pelaksanaan, yaitu dengan;

A
'3 a. . Memimpin negosiesi

|2

| & : _ . T ;

|2 b." Mengetahui dengan cerinat para pihak yang dinadapi

19

ad c.. Menetapkan spa saja yang hendak dicapai dalam negesiasi

d. Memberikan argumentasi_logis serta analogi untuk menjeiaskan
posisi para pihak.
Dengan adanya langkah-langkah: den tahapan-tahagan tersebut dalam

pembuatan perianiian keriasama maka akan memberikan kepastian hukum dan
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keadilan bagi kedua beiahi pinak, karena substansi perjanjian teiah aiformuiasikan
dengan haik.

Maka dalam_ha! ini_ Notaris pun. diperlukan dalam pembuatan akta
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peijanjian Kerjasama untuk gapat mengakomocir segala kepentingan para pihak.

Notaris adalzh seorang peiabat umum yang memiliki kewsnangan uniuk membuat

akta . autentik msangenai - sehuah perbuatan, . perjanjian. dan. penetapan yang

diharuskan oien suatu peraturan umum atau oieh yang berkepentingan dikenendaki
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dibuat dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta
dan rmemberikan grosse, sailnan dan Kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta

itu oleh suatu peraturan umum. 1°
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Sifat mandiri_dan tidak berpihak dari Notaris tercermin. dalam bentuk
sumpah jabatan Notaris menginginkan agar setiap Notaris tidak hanya mermpunyai

sikap mandiri dan tidek berpihak, namun juga wajik memiiiki sikap jujur, seksama

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dan _menjaga kepentingan pihak terkait sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16

ayat 1 huruf a unaang-Unaang Republik indonesia Nomor 2

Tahun 2014 Teritang

Pertibahan Atas Undang-Undang Nomoir 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disebut UUJN). Berdasarkan UUJN tidak ada Notaris yang tidak
memberikain penjelasan hukum berkenaain aengan akta yang dibuatnye kepada
pihzk vang aca di datam perjanjian. Sehingga para pihalk dapai mengetaniii resiko

yang akan dihadapi seteiah menandatangani akta perjanjian kerjasama tersebut.
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Menurut hernat penulis, Notaris dapat memberikan penjelasan dan informasi
dengan jelas dan lengkan, baik mengenai hakdan kewajibar maupun resike hulkum
dari_ para pihak -mengenal akta -vang ditandatangani. sshingga para. pihak
mengetahui Keuntungan maupun keiugian yang akan timbui dengan dibuatnya

perjanjian fersecut dan mendapatkan hak yang sama dalam pembuatan akia
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9 Abdu! Ghoefur Ansheri, Lemaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta. Ull Fress,2000) him.7
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Adapurn perjanjian kerjasama bank dengan-agen dalami sistem branchless
banking yang nantinya tidak dalam perjaniian baku dzn dituat cleh Notaris selaku
pejabat umum beberapa aspek hukum yang akan dibahas di antaranya;

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ferjanjian Kerjasama

DRalam akts autentik tersebut cijelaskan bahwe perjanjian kerjasama adalah
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suatu perianiian untuk melakukan sesuatu, yang dikerjakan secara bersama-
sama oien kedua belah pihak uniuk melaksanakan isi dari perjanjian.

Mengenai keberlakuannya pada dasarnya perjaniian Kerjasama adalah suatu
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perianiian konsensual, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik

lercapainya Kata sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu bararng/ jasa

dan harga. Dengan demikisn perjanjian kerjasama ini mengikat Bank dan
Agen selaku para pihak yang membuat perjanjian kerjasama setelah
leicapainya kesepakalan antara para pihak imengenai objek hak dan
kewajilan serta isi dari perjenjian kerjasame. Kitalz Undang-Undang Hulkkum

Perdata sebagai salah satu dasar hukum dalam perianiian kerja sama hal
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teiseput ditegaskan dalam pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menyatakan behwa “semua persetujuan, baik yang mempunyai
nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk
pada peraturan umurn yang termuat daiarn bao ini dar bab yang lalu”.

Dengan: demikian sepanjang parianjian tidak menentukar lain dan tidak
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melanggar ketertiban umum serta peraturan perundang- uncangan yang
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berlaku maka segala ketentuan umum tentang perikatan. yang terdapat
didaiam Kiab Undang-Undang Hukum Perdata juga berlaku dalam

<eriasama. Pernyataan; ini aiperkuat dengan ketentuan dalam

[@]
(4]
=,
5]
=]

=
3
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Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenat asas kebebasan
verkontrak dimana sepanjang memenuhy syarat seperti yang diatur dalam

Incdang-Undang dan tidak melanggarr ketertiban umum maka perjanjian
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keriasama itu berlaku sah sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang

membuatnya.

2. 'Para Pihak galem Perianjian Kerjasama
Berdasarkan UU Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana aari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarekat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

ranoka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
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Agei daiarin sistem branchless oanking di-indonesia adalan agern dengan
bank based imedel, banik terlibet zecara langsung dalam kegiatan perbankan

dengan mengaunakan jasa agen berhubungan dengan bank, untuk melayani
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Kebutuhan perbankan rnasyarakat.

3. Jangkawaktu dan Ruang lingkup kerja

Dalam praktek terdapat perianjian keriasama antara. Bank dengan Agen
Aliangkah iebin baik apabila terdapat jangka wakiu perjanjian - yaitu

disepakaii beriaku selama beberapa tahun den dapat diperpanjang tdengan
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Ketentwuan pihak yang akan  memperpanjang perjanjian kerjasama harus
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain. - Ruang
lingkup keria juga harus dicantumkan yaitu pada wilayah sekitar tempat
tinggal / iokasi usaha agen. Kriteria agen berdasarkan cank based modes ini

juga harug- dicantumkan dan- diiadikan sebuah - pertimbangan. dalam
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pembuatan perjanitan kerjasama. Sehingga hak dan kewajiban antara agen
satu dengan yang lain yang mempunyai- Kriteria yang berbeda dapat

teralkomoedir dengan baik dalam perjaniian kerjasama -yang dibuat oleh
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Notaris.

4. Hak dan Kewajioan para pihak.

Dalam perjanjian keriagsame Laik Bank maupun Agen mempunyal hak dan
kewajiban masing-masing vang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban para
pinak ini hendaknya harus disesuaikarn dengan kemampuan masing-masing
Agen pada satuan wilayah ruang lingkup kerjes Hal ini berksitan dengan

pemberian edukasi dan pengawasan dari bank terhadap agen yang minim
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informasi seningya aiperlukan adainya pernatian Knusus untuk agen terseout.
5. Keapsahan perjanjian kerjasama bank dengan agen.
Keahsahan perianjian kerjasama antara Bank dengan Agen adalah denoan;
a) sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama yang ditandai

dengar pembuiuhan tanda tangasnan keduanya.

| REPOSITORY.UB.ACID |
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b) Kecakapan untuk rnembuat suatu perikatan. Subjek peijanjian
Kerjaserna adaiah Badar Hukum dengan crang. Bahwa Bznk telah
berbadan hukum berdasarkan keputusan Menteri. Hukum dan Hak

Asasl Manusia sedangkan yang mewakiii Bank dalam perjanjian
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merupakan orang yang berwenang untuk itu berdasarkan kuasa dari
direktur Bank tersehut. Selaniutnva Agen, tentu saia sudah cakap

untuk melakukan tindakan hukum dalam  suatu perjanjian
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Yo TaL

berdasarkan ' POJK “Nomor 19/POJK.03/2014 tentang  iayanan

keuangan tanpa kantor.

c) suatu hal terientu, bahwa objek pekerjaan dari perjanjian kerjasama
tersebut telah diatur secara rinct dalarn rveng lingkup pekerjaan.
d)- suatu sehab vang tidak dilarang. Tidak ditemukan aturan peraturan

perundang-undangan secara tegas melarang Bank daiam pembuatan
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perjanjian kerjasama.
Perjanjian kerjasama vang dibuat tidak secara haku cleh Noiaris maka akan
mematangkan kesepakatarn melalui prinsip-prinsip hukum kontrak “menurut
perspekiif hukum dan ekenomi, yaitu:2

1. Prinsip Information 25 Label. -Adanya keterbukaan inforimast yang benar

dan cukup, membantu ketepatan transaksi. Dengan demikian apabila
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20 Fajar Sugianto, Hukum Kontrak Tecri dan Praktik Pembuatan Kontrak, (Malang: Setara Piess,
2014), hlm.97
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sebelum membuat kontrak para pihak benar-benar memperhatikan dan
mencari sebanyak mungkin informasi yang terkait dengan substansi yang
akan gituangkan dalam kontrak maka dalam" konirak akan benar-oenar

tidak terdapat cacat didalamnya.
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2. Prinsip Veluntary Transfer. Suatu kontrak dikatakan memiliki nilai apabila
Keberadaannya dapat ditegaxkkar cieh hukum.

3. Prinsin- Bargaining  Equility. - Suaty kontrak  dikatakan efisien apabila
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dituangkan melalui interpretasi efektif vang merepresentasikan pertemuan

Kehendak dan persamaan tujuan para pihak. Iiatangnya tawar menawar

menciptakan keseimbangan  yang dapat memberikan <ekuatan untuk
memposisikan para pihak menjadi eligible untuk saling. bertukar janji
sehingga menciptakan persamaan Kedudukan, dan yang teipentng adalah
memeiibara rasa saling keterganiungarn.

4. Prinsip Fulfilling Reasonable Expectations. Suatu kontrak dapat dikatakan
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memihki Kegunaan apabila dapat ditungsikan sesuai deingain kebutunar dan
tujuan konirak
Selain itu-kontrak yang memiliki kematangan kesepakatan akan berguna

untuk ;4
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E 1.7 Menghitangkan sifat oportunistik, yaitu pemanfaaten keunturigan terhadap

kelernahan ataw kekurangan pihak lainnya akibat dari hai-hal yang tidak
diantisipasi.
2. Menciptakan huoungan yang efisien dengan memberikan tawaran yang

bersifat kcoperatif.
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3. Mempertegas pemperian. sanski - terhadap = kesalahan-kesalahan = vang
seharusnya dapat dihindari.

4, Mengalokasikan - risiko kepada -~ pihak yang ~mampu  sshingga
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mengoptimalkan peiaksanaan dan menjaga interdependensi para pihak

Meriekan kekurangan / kelemahan terhadap dan akibat dari perselisihan

(&2

kontralk; sehingga kontrak szbagai produk hukum-bukan caia dibuat dan
ditutup sebagai pelengkap atau formalitas dalam bertransaksi namun dapat

dijadikan alat yang solid yang agapat diandalkari.
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< A. KESIMPULAN
<=
'a ; Berdasarkan hasil pembahasan diates, maxa dapat disimpuikan sebagai berikut:
i <
> 1. Keterlibatan heberapa pihak dalam sistem branchless banking diwujudkan dalam
S0C
>0

sebuah perjanjian Kerjasama bank penyelenggara dengan agen untuk meiayani
transakst keuargan nasabah. Perjanjian kerjasama tersecuc memuat hak dan

kewajiban para pihak namun tercantum pula pembehasan tanggungjawab bank
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penyelenggara selaku pembuat perjanjian apabila terjadi gugatan pihak ketiga di

kemudian hari. Pembebasan tanggung jawab bank ini pada perjan;ian kerjasama

yang baku tidal sesusi dengan asas proporsionalitas yang mana asas tersebut
menjunjung tingkat keseimbangan dan rasa adil bagi para pihak dalam sebuah
perjanjian. Tercermin pada Pasal 29 ayat (3) oan(4), Fasal 37 B ayat (1) dan(2),

Pasal 52 UL Ferbankan, Keputusan Presi

u)

n Ri No.26 Tahur 1998 tentang

Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum, Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen
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dan Pasai 1365, Pasai 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata kedudukain bank dan
agen sama dalam hal memberikan tanggung jawab apabilz terjadi gugatan. Hal

ini_disebabkan karena kedudukan agen dalam sistem branchless banking vang
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mana agen itu sendirl mempunyai peranan yang lebin iuas dalari rmeiakukan

berbagai tindakan hukum dalam-lavanan perbenkan daripada kedudukan agen

dalam keperantaraan bisnis secara riil yang tidesk meniadi pihak di dalam suatu

perikatan yang terjaal antara prinsipal dengan pinak ketiga.
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2. Pembuatan perjanjian kerjasama antara bank dengan agen dalam bentux baku

menurut- hemat penulis tidak herus selalu. menjadi perfanjian -haku dalam
perspektif pembuatan kontrak. Demi memenuhi asas proporsionalitas dalam
perjanjian dibutuhkan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris sebagai

pihak yang netral dalam membuat perjanjian. Pembuatan perjanjian kerjasama
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ini berdasarkan pada kriterie dari-mesing-masing agen ity senditi.

B. SARAN
Cioritas Jasa Keusngan (CIK) sebagai lembaga yang berfungsi sebagal

pengawas - dan pengatur industri perbankan belum dapat secara tegas memenuhi
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kebutuhan operasional dalam pelaksanaan brancnless bariking yarg mengatur
mengenai pembentuken perjanjian kerizsama antara bank dengan agen yang

tidak harus menjadi perjanjian baku. OJK harus secara proaktif mengikuti
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perkembangan dan rmemiasilitasi suasana - yang kondusif serta rmenerima

masukar dari pelaku’ usaha baik bank maupun agen untuk mengeivarkan
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Peraturan OJK (POJK) tentang pembuatan perjanjian keriasama. yang dapat
mengakomodir Kedua oelan pihak meialui pejabat yang berwenang (Notaris)
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tanggung jawabk oien safan satu pinak dalam pembuatan perjanjian kerjasama

yang - disusun ~dengan. itikad baik  iujur dengen- format vang lengkap,

]
Q

dinegosiasikan dan disepakati - bersama untuk = mengantisipasi perubahan

kebutuhai dan kesempatan bisnis dalam sistem branchiess banking di indonesia.
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